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ABSTRAK 

Eksistensi perusahaan multinasional Acacia Mining dalam sektor pertambangan di 

Tanzania telah membawa dampak negatif bagi negara dan masyarakat lokal. 

Pemerintahan yang dipimpin Presiden John Magufuli mengambil tindakan tegas 

untuk perusahaan tersebut dengan melakukan amandemen atau reformasi kebijakan 

sektor pertambangan di Tanzania pada tahun 2017, sebagai respon atas konflik yang 

terjadi dan implementasi strategi politik yang dijalankannya. Larangan ekspor emas 

dan konsentrat tembaga serta pengenaan denda kepada Acacia Mining tentunya 

menimbulkan kerugian bagi operasional perusahaan. Negosiasi ulang terkait 

kontrak perjanjian ditawarkan oleh pemerintah kepada perusahaan dengan syarat 

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya negosiasi yang 

dijalankan pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining untuk mencapai 

kesepakatan, selama periode tahun 2017-2020. Analisis ini berdasar pada teori 

Bargaining Power oleh Frederick Abbott, dimana terdapat tiga faktor dari masing-

masing aktor (negara tuan rumah dan investor asing) yang dapat mempengaruhi 

posisi tawar menawarnya dalam proses negosiasi. 

 

Kata Kunci: Presiden John Magufuli, Acacia Mining, Reformasi Kebijakan 

Pertambangan, Negosiasi, Bargaining Power 

 

 

ABSTRACT 

The existence of the multinational company Acacia Mining in Tanzania mining 

sector has had a negative impact on the country and local communities. The 

government led by President John Magufuli took decisive action for the company 

through amendment or policy reforms for the mining sector in Tanzania in 2017, 

as response to the conflicts and the implementation of its political strategy. The 

export ban of gold and copper concentrate and the imposition of fines on Acacia 

Mining certainly caused losses for the company’s operations. Re-negotiation 

regarding contract agreements are offered by the government to the company with 

certain conditions. This research aims to analyze the negotiation efforts carried out 

by the Tanzanian government and Acacia Mining to reach an agreement, during 

the 2017-2020 period. This analysis is based on Bargaining Power theory by 

Frederick Abbott, where there are three factors on each actor (developing host 

country and foreign direct investor) that can influence their bargaining position in 

the negotiation process. 

 

Keywords: President John Magufuli, Acacia Mining, Mining Policy Reform, 

Negotiation, Bargaining Power. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sebagai negara berkembang di wilayah Afrika, Tanzania mengandalkan 

kekayaan alam yang dimilikinya untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan di negaranya. 

Sumber daya mineral yang melimpah membuat Tanzania memiliki potensi besar 

dalam industri ekstraksi terutama untuk emas, logam dasar, berlian, mineral besi, 

dan batu permata (Lugoe 2010, 8–9). Industri ekstraktif di Tanzania sendiri telah 

berkembang sejak tahun 1990-an dan semakin pesat hingga saat ini. Hingga tahun 

2021, Tanzania menempati posisi keempat sebagai produsen emas terbesar di 

kawasan Afrika, setelah Afrika Selatan, Ghana, dan Mali. Sektor pertambangan 

telah menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional Tanzania dengan nilai 

ekspor mineral yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Operasi 

pertambangan pun berkontribusi sangat besar pada pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB) pada tiga bulan pertama tahun 2021 sebesar 10,2 persen dari PDB atau 

setara dengan 1,473,804 juta TZS (Tanzania-Mining 2021). Ekspor emas 

menyumbang sebesar 55,9 persen dari ekspor non-tradisional. Bank of Tanzania 

mencatat ekspor emas Tanzania meningkat sebesar 701,3 juta USD menjadi 3.025,4 

juta USD hingga akhir Maret 2021 (The Citizen 2021).  

Terdapat dua skala operasi yang mendominasi sektor pertambangan 

Tanzania, yaitu large-scale mining (LSM) atau pertambangan skala besar dan 

artisanal and small-scale mining (ASM) atau pertambangan rakyat dan skala kecil. 

Kemunculan kembali LSM selama liberalisasi 1990-an, membuat para penambang 

https://www.zotero.org/google-docs/?4TfmxB
https://www.zotero.org/google-docs/?yLfi05
https://www.zotero.org/google-docs/?yLfi05
https://www.zotero.org/google-docs/?yLfi05
https://www.zotero.org/google-docs/?Aef5PX
https://www.zotero.org/google-docs/?Aef5PX
https://www.zotero.org/google-docs/?Aef5PX
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ASM tersingkirkan guna memberi ruang bagi operasi LSM yang difasilitasi oleh 

pemerintah dengan tujuan menarik para investor asing. Hal ini membuat hubungan 

antara LSM dan ASM tidak berjalan baik dan berlawanan, sehingga sering 

menimbulkan konflik dan invasi (Pedersen et al. 2019, 340–44). Meskipun ASM 

telah secara sah ditoleransi oleh pemerintah pada masa kolonial dan awal 

kemerdekaan, namun pada prakteknya pemerintah cenderung lebih berpihak pada 

LSM karena dianggap lebih mudah dikontrol dan dikenakan pajak yang 

menguntungkan pula bagi pembangunan wilayah. Walaupun pada akhirnya 

sejumlah konflik yang terjadi antara LSM dan ASM telah diselesaikan melalui 

kompensasi dan sosialisasi, masih ada beberapa pihak, khususnya penduduk 

setempat yang tidak terima sehingga tidak lagi mempercayai pemerintah dan 

perusahaan pertambangan asing. 

Beberapa negara yang kaya akan sumber daya di Afrika dianggap belum 

mampu untuk mengelola kekayaan tersebut menjadi pembangunan dan 

transformasi bidang sosial dan ekonomi dalam skala besar dan hasil yang adil 

(Poncian and Kigodi 2018, 106–7). Mereka membutuhkan dukungan dari investasi 

asing langsung dan perusahaan multinasional guna mengembangkan bisnis, 

inovasi, lapangan pekerjaan, dan tentunya peluang lain yang lebih baik bagi warga 

negaranya. Untuk itu, pemerintah Tanzania telah membuat keputusan untuk 

membuka akses terhadap investor asing sejak tahun 1990-an, bersamaan dengan 

perkembangan dari industri ekstraktif di negaranya. 

Kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) melalui operasi LSM sektor 

pertambangan ini berhasil menarik perhatian beberapa investor asing dan 

perusahaan multinasional dari berbagai negara. Tanzania menjadi salah satu negara 

https://www.zotero.org/google-docs/?ELrdEE
https://www.zotero.org/google-docs/?GXP8y1
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tujuan investasi di kawasan Afrika karena dianggap sebagai pintu gerbang utama 

untuk memperluas bisnis ke negara-negara Afrika lainnya, seperti Zambia, Kongo, 

Rwanda, dan lainnya. Kerangka hukum Mineral Policy 1997, Mining Act 1998, dan 

Mining Regulations 1999 yang berlaku pada saat itu memberikan akses eksklusif 

kepada para investor asing pada prospeksi dan perizinan pertambangan di Tanzania, 

termasuk menghapus persyaratan konten lokal bagi perusahaan multinasional serta 

keuntungan intensif kepada perusahaan dengan pembebasan dari beberapa pajak, 

keuntungan penuh, kepemilikan penuh asing, dan lain-lain (Kinyondo and Huggins 

2019, 3). 

Sejak saat itu, banyak perusahaan pertambangan asing dari berbagai negara 

melakukan investasi dan ekspansi perusahaan di Tanzania. Salah satunya adalah 

Acacia Mining. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan emas ini 

pada awalnya bernama African Barrick Gold, beroperasi di Tanzania dan telah 

melakukan eksplorasi properti di beberapa negara di kawasan Afrika, seperti 

Burkina Faso, Mali, dan Kenya. Acacia Mining merupakan perusahaan publik 

Inggris yang berpusat di London dan telah terdaftar di London Stock Exchange dan 

Dar es Salaam Stock Exchange (Bloomberg.Com 2018). Sebagai penambang emas 

terbesar di Tanzania dengan jumlah cadangan emas sekitar 19 juta ons dari total 3 

tambang yang dikelolanya, perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 sebagai anak 

perusahaan atau unit dari Barrick Gold yang berasal dari Kanada. Barrick Gold 

 sendiri sudah terlibat lebih awal dalam pertambangan di Tanzania dan 

mengakuisisi tiga tambang di wilayah Barat Laut Tanzania, yakni Bulyanhulu, 

Buzwagi, dan Mara Utara. 

https://www.zotero.org/google-docs/?f4sbBg
https://www.zotero.org/google-docs/?f4sbBg
https://www.zotero.org/google-docs/?v5PDu4
https://www.zotero.org/google-docs/?v5PDu4
https://www.zotero.org/google-docs/?v5PDu4
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Kehadiran perusahaan tambang asing di Tanzania ini dari tahun ke tahun 

dianggap tidak membawa perubahan atau dampak positif bagi penduduk setempat 

dan memicu konflik sosial dan lingkungan dengan masyarakat lokal. Keterlibatan 

Acacia Mining dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral di Tanzania selama 

bertahun-tahun ini telah menimbulkan kasus pencemaran lingkungan, kekerasan 

dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk lokal, korupsi, hingga 

sengketa pajak dengan pemerintah (Curtis and Lissu 2008, 23–27). Oleh karena itu, 

kebijakan negara terkait sektor pertambangan berperan penting guna memastikan 

pemanfaatan industri ekstraksi oleh perusahaan asing dengan benar dan adil serta 

perlindungan hak-hak rakyat dari potensi pelanggaran dan kekerasan HAM oleh 

perusahaan asing. 

Pada tahun 2015, John Magufuli dari partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) 

terpilih menjadi presiden Tanzania. Selama masa pemerintahannya, Presiden 

Magufuli melakukan reformasi dan amandemen kebijakan, terlebih dalam ekstraksi 

sumber daya di Tanzania, termasuk pertambangan emas. Selain itu, reformasi 

kebijakan ini merupakan respon dari pemerintah terhadap permasalahan atau isu 

sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan multinasional asing sektor 

pertambangan. Di tahun 2017, pemerintah menyetujui peraturan pertambangan 

baru atas perubahan dari kebijakan Mining Act 2010 sebelumnya. Reformasi 

kebijakan ini dianggap bersifat restriktif dengan membatasi aktivitas atau 

operasional perusahaan tambang asing.  

Dalam reformasi kebijakan di tahun 2017 ini, National Assembly 

mengesahkan tiga undang-undang atau kebijakan baru, yaitu Natural Wealth and 

Resources Act 2017, Natural Wealth and Resources Contracts Act 2017, dan 

https://www.zotero.org/google-docs/?XweS5F
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Written Laws Act 2017. Kebijakan tersebut didahului oleh Tanzania Extractive 

Industries Act (TEIA) 2015 yang membentuk Tanzania Extractive Industries 

(Transparency and Accountability) Committee, dengan tujuan untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif di Tanzania (Sipemba and 

Matiko 2021). Undang-undang yang disahkan ini berfokus pada ketentuan untuk 

meninjau dan menegosiasikan kembali kontrak sumber daya alam yang ada, 

membentuk komisi pertambangan, dan lain sebagainya. Di samping itu, John 

Magufuli mengangkat konsep resource nationalism pada industri ekstraktif dalam 

rezim pemerintahannya sebagai strategi politik guna mempertahankan kepentingan 

nasionalnya (Ahearne 2017). 

Atas respon dan tuntutan dari pemerintah dan masyarakat lokal mengenai 

konflik Acacia Mining, pemerintahan John Magufuli mendeklarasikan pelarangan 

aktivitas ekspor untuk emas dan konsentrat tembaga di tahun 2017 yang pastinya 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut (Dzimwasha 2017). Dampak dari 

reformasi kebijakan selama pemerintahan Presiden John Magufuli ini sangat 

dirasakan oleh perusahaan multinasional asing yang bergerak di sektor 

pertambangan, tak terkecuali perusahaan Acacia Mining. Saham Acacia Mining 

telah turun dan kehilangan sekitar 65% dari nilainya beberapa bulan setelah 

larangan ekspor diberlakukan, yang mempengaruhi produksi dua dari tiga tambang 

yang beroperasi di Tanzania atau sekitar sepertiga dari output perusahaan 

(Jamasmie 2017). Harga sahamnya jatuh dalam waktu yang cukup lama karena 

tidak adanya kesepakatan dengan pemerintah Tanzania. Pada tahun tersebut pun 

terjadi perselisihan antara pemerintah Tanzania dan Acacia Mining yang mengarah 

pada sengketa pajak dalam operasi pertambangan.  

https://www.zotero.org/google-docs/?4RVFfM
https://www.zotero.org/google-docs/?4RVFfM
https://www.zotero.org/google-docs/?Gx7Ngm
https://www.zotero.org/google-docs/?B7NB7d
https://www.zotero.org/google-docs/?xe2VFe
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Menghadapi konflik tersebut, perusahaan Acacia Mining melakukan upaya 

negosiasi dengan pemerintah Tanzania guna mencapai kesepakatan yang dianggap 

dapat menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu, penelitian ini akan 

membahas lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan kebijakan tersebut terhadap 

aktivitas pertambangan yang dilakukan Acacia Mining serta upaya tawar menawar 

atau negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan multinasional Acacia 

Mining atas konflik yang terjadi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana upaya negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan 

Acacia Mining terkait reformasi kebijakan pertambangan selama masa 

kepemimpinan Presiden John Magufuli? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh reformasi kebijakan 

pertambangan Tanzania pada era Presiden John Magufuli terhadap 

perusahaan Acacia Mining. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya negosiasi pemerintah Tanzania 

dan perusahaan Acacia Mining dalam mencapai kesepakatan serta 

penyelesaian konflik. 
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1.4  Cakupan penelitian 

Periode waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017 hingga 2020, 

yakni saat perusahaan mulai mendapatkan sanksi dari pemerintah berkaitan dengan 

reformasi kebijakan yang dilakukan, dan pada saat yang sama perusahaan berupaya 

melakukan negosiasi dengan pemerintah atas hal tersebut hingga mencapai 

kesepakatan. Tindakan pemerintahan John Magufuli yang tegas dalam melindungi 

sumber daya ekstraksi dan warga negara Tanzania melalui reformasi kebijakan 

yang membatasi aktivitas perusahaan asing membuatnya berbeda dari 

pemerintahan sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah mengenai adanya perubahan 

dari kebijakan Mining Act 2010 oleh pemerintah Tanzania yang berdampak pada 

perusahaan pertambangan, khususnya Acacia Mining. Penelitian ini memilih studi 

kasus Acacia Mining karena perusahaan ini merupakan investor asing tambang 

yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Tanzania selama 15 tahun 

terakhir, dengan besar investasi mencapai lebih dari 4 miliar USD. Perusahaan ini 

mengoperasikan tiga wilayah tambang di Barat Laut Tanzania, dengan cadangan 

emas yang dimiliki di Buzwagi sebesar 2,4 juta ons, di Mara Utara sebesar 3,8 juta 

ons, dan di Bulyanhulu sebesar 13,2 juta ons (Plakhov and Jaffer 2018). Di samping 

perusahaan ini yang menguntungkan dan telah berkontribusi besar bagi 

perekonomian nasional Tanzania, eksistensi Acacia Mining telah memicu konflik 

dengan pemerintah, serta krisis sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat 

Tanzania. Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut terkait upaya negosiasi 

perusahaan asing dan pemerintah negara tuan rumah. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Fr1iV7
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1.5  Tinjauan Pustaka 

 Pada Jurnal yang berjudul “Bulldozer Politics, State-making and (neo-) 

Extractive Industries in Tanzania’s Gold Mining Sector” oleh Kai Roder 

menjelaskan mengenai model kebijakan dalam pemerintahan yang dijalankan 

Presiden John Magufuli. Sektor ekstraktif menjadi salah satu fokus utama yang ada 

dalam dinamika politik Tanzania diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Tanzania dan warga negaranya. Roder berpendapat bahwa kebijakan sektor 

ekstraksi Tanzania pasca 2017 tersebut tengah mengarah pada model pembangunan 

neo-ekstrativis, di mana bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan finansial 

negara dari ekstraksi sumber daya, tetapi lebih pada pembangunan nasional yang 

lebih inklusif. Larangan ekspor emas dan konsentrat tembaga dikeluarkan oleh 

Presiden Magufuli pada 2017 atas kasus penipuan, penghindaran pajak, dan kolusi 

oleh perusahaan multinasional. Hingga akhirnya, Magufuli mendeklarasikan 

“economic war” terhadap perusahaan penipu. Pemerintah menawarkan negosiasi 

dengan perusahaan mitra, termasuk Barrick Gold atas perselisihan yang terjadi. 

Dalam hal ini, pemerintah terlihat ingin lebih terlibat dan mengendalikan 

pengembangan sektor ekstraksi di Tanzania. (Roder 2019) 

Dalam jurnal yang berjudul “Galvanising Political Support Through 

Resource Nationalism: A Case of Tanzania's 2017 Extractive Sector Reforms” oleh 

Japhace Poncian menganalisis mengenai langkah-langkah dan strategi politik yang 

digunakan oleh Presiden Magufuli dalam melegitimasi kebijakan ekonomi dan 

pemanfaatan sumber daya ekstraksi yang ada di Tanzania. Resource nationalism 

menjadi dasar atas reformasi kebijakan pertambangan yang dilakukan pemerintah 

pada tahun 2017. Ketidakpuasan rakyat lokal membuat Presiden Magufuli percaya 

https://www.zotero.org/google-docs/?VqjTRJ
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bahwa sumber daya ekstraksi Tanzania telah dijarah dan dieksploitasi, maka dari 

itu ia bertindak keras terhadap perusahaan multinasional dan investor asing. 

Reformasi kebijakan tersebut mencakup transparansi dan pengungkapan kontrak 

terkait isu topikal dalam politik tata kelola sumber daya yang bersangkutan dengan 

perusahaan asing, salah satunya Acacia Mining. (Poncian 2019) 

Jurnal dengan judul “The Symptoms of the Shift towards an Authoritarian 

State in Tanzania’s President John Pombe Magufuli’s Rule” yang ditulis oleh 

Emilia Bamwenda menganalisis mengenai perubahan signifikan dalam struktur 

pemerintahan dan masyarakat Tanzania setelah terpilihnya Presiden John Magufuli 

pada tahun 2015. Tindakannya dalam memerangi korupsi, peningkatan pengelolaan 

dan penyelarasan regulasi hukum dan pajak, melawan kemiskinan, dan lain 

sebagainya telah mengubah status Tanzania yang akan menjadi negara 

berpenghasilan menengah. Berbagai permasalahan seperti korupsi, 

maladministrasi, dan penggelapan dana yang mempengaruhi aspek politik dan 

administrasi negara berusaha ditangani dengan reformasi kebijakan yang dijalankan 

Magufuli. Di tahun 2017, pemerintah memberlakukan undang-undang baru yang 

menimbulkan perselisihan dengan perusahaan pertambangan. Salah satunya, 

perusahaan Acacia Mining dituntut untuk membayar sejumlah 190 miliar USD dari 

pajak, bunga, serta denda yang belum dibayar, dan juga mengancam nasionalisasi 

tambang. Negosiasi ulang terkait kontrak terus ditekankan Presiden Magufuli 

terhadap perusahaan multinasional dan investor asing. Tindakannya yang 

menyangkal pernyataan umum bahwa negara-negara Afrika harus menerima semua 

FDI tanpa negosiasi membuat Tanzania berhasil memenangkan perselisihan dengan 

Acacia Mining yang berdampak baik bagi perekonomian negara. Namun, di sisi 

https://www.zotero.org/google-docs/?NZDps7
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lain, kebijakan dan tindakan resesifnya tersebut dianggap telah menimbulkan risiko 

terhadap hak asasi manusia, kebebasan politik, serta pengembangan sektor swasta 

dan FDI yang dapat merugikan negara ke depannya. (Bamwenda 2018) 

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Tanzania di bawah kepemimpinan 

Presiden John Magufuli telah berhasil membawa perubahan ekonomi yang baik 

bagi Tanzania dengan adanya reformasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 

2017, terlebih dalam sektor ekstraktif dan sumber daya. Adanya undang-undang 

baru ini telah berdampak pada operasional perusahaan multinasional sektor 

tambang seperti Acacia Mining di Tanzania. Tindakan tegas pemerintah terhadap 

MNC dan investor asing atas perselisihan serta krisis sosial dan lingkungan yang 

terjadi membawa kedua pihak melakukan negosiasi ulang terkait kontrak sumber 

daya dan lain-lain. Namun, penelitian di atas tidak secara langsung menganalisis 

mengenai upaya dari masing-masing aktor, baik pemerintah Tanzania maupun 

perusahaan Acacia Mining dalam melakukan negosiasi dan meningkatkan 

kekuatannya guna mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, penulis 

bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis 

bagaimana proses dari upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah Tanzania 

dengan perusahaan Acacia Mining yang beroperasi di Tanzania hingga mencapai 

kesepakatan. 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teori Bargaining Power atau tawar-menawar yang ditulis oleh Frederick M. Abbott. 

https://www.zotero.org/google-docs/?yLWnOs
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Teori tawar-menawar ini dikembangkan untuk menggambarkan proses negosiasi 

berkelanjutan dalam hubungan antara investor asing langsung (FDI) dan 

pemerintah host country di negara berkembang. Perubahan hubungan kekuatan 

ekonomi antara investor asing dan pemerintah host country akan mempengaruhi 

kondisi investasi atau operasional perusahaan asing yang akan dirasakan para 

investor (Abbott 1975). Teori bargaining power dapat mengukur kemampuan suatu 

aktor untuk bernegosiasi dan saling mempengaruhi. Sejauh mana aktor yang terlibat 

dapat meningkatkan bargaining power yang dimilikinya untuk mempengaruhi 

aktor lain sebagai lawannya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan bargaining power dari negara 

tuan rumah berkembang. Pertama adalah sumber daya ekonomi, semakin berharga 

sumber daya yang dimiliki negara tuan rumah, semakin besar tingkat kontrol 

monopoli yang dipertahankan negara atas sumber daya tersebut, serta semakin 

tinggi posisi bargaining power ekonomi negara tuan rumah terhadap investor asing. 

Kedua adalah kebutuhan pembangunan negara berkembang dan nilai FDI, hal ini 

dilihat dari pandangan para perencana pembangunan terhadap peran FDI dalam 

proses pembangunan, apakah positif atau negatif. Posisi bargaining power 

pemerintah akan semakin kuat apabila memiliki pandangan negatif terhadap 

investasi asing langsung yang membuat negara-bangsa kehilangan kendali atas 

ekonomi dan masa depannya. Dan ketiga adalah otoritas berdaulat, di mana 

pemerintah berdaulat untuk memberlakukan dan mengubah kebijakan atau undang-

undang domestik atas operasional perusahaan multinasional maupun investor asing. 

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang menentukan bargaining power 

dari perusahaan atau investor asing. Pertama adalah sumber daya ekonomi 

https://www.zotero.org/google-docs/?0TkNey
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(economic resources), ada empat utamanya sumber ekonomi yang berkaitan dengan 

perusahaan multinasional atau transnasional di negara maju dan berkembang, yakni 

modal investasi, teknologi, keahlian manajerial, dan pasar internasional. Maka dari 

itu, bargaining power investor asing bergantung pada upayanya dalam mengontrol 

sumber daya dan kepentingannya terhadap negara tuan rumah. Kedua adalah 

motivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek industri ekstraktif di negara 

tuan rumah. Alasan dan faktor dari investor asing dalam menjalin hubungan dengan 

negara berkembang harus diperhitungkan saat menganalisis bargaining power. Dan 

ketiga adalah bantuan hukum atau intervensi diplomatik, di mana pemerintah host 

country memiliki kekuatan untuk memanipulasi hukum domestiknya yang 

mengarah pada perubahan hubungan negaranya dengan investor asing.  

Pada penelitian ini, pemerintah Tanzania menggunakan kedaulatannya 

untuk mengubah kebijakan sumber daya ekstraksi di negaranya, termasuk sektor 

pertambangan guna memperkuat posisi bargaining power atas perusahaan tambang 

asing, yang dalam penelitian ini adalah perusahaan Acacia Mining. Reformasi 

kebijakan pertambangan yang dilakukan host country menimbulkan dampak 

signifikan terlebih dalam aspek ekonomi dan finansial perusahaan Acacia Mining. 

Sehingga perusahaan tersebut pun berupaya untuk menandingi pemerintah 

Tanzania dengan memperkuat bargaining power melalui pengelolaan sumber daya 

dan intensinya terhadap pemerintah. Maka dari itu, teori bargaining power ini akan 

menganalisis proses dari negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan 

Acacia Mining untuk mencapai kesepakatan investasi. Ditambah strategi yang 

digunakan oleh kedua aktor tersebut pun pastinya memiliki tujuan yang berbeda-

beda. 
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1.7  Argumen Sementara 

Reformasi kebijakan sumber daya ekstraksi di Tanzania dilakukan oleh 

pemerintahan John Magufuli di tahun 2017 sebagai respon atas krisis sosial yang 

terjadi oleh perusahaan Acacia Mining yang menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat lokal. Menurut teori bargaining power, tindakan pemerintah Tanzania 

selaku developing host country dengan mengubah undang-undang pertambangan 

adalah bentuk otoritas kedaulatan yang dilakukan guna memperkuat bargaining 

power terhadap perusahaan Acacia Mining dan dengan tujuan untuk 

mempertahankan sumber daya yang dimilikinya. Di samping itu, dengan dampak 

yang dirasakan oleh perusahaan ini, jika ditinjau dari teori bargaining power, 

Acacia Mining berupaya untuk melakukan negosiasi terkait kontrak dalam 

pengelolaan tambang emas di Tanzania sehingga memperoleh persyaratan yang 

tidak terlalu menuntut untuk dapat tetap melanjutkan aktivitas penambangannya di 

Tanzania. Perusahaan Acacia Mining menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola 

sumber daya ekstraksi yang dimiliki Tanzania dengan baik, salah satunya dengan 

meningkatkan cadangan emas di wilayah tambang yang dikelolanya, sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian Tanzania. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama. 

 

1.8  Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap objek yang akan 

diteliti. Metode ini akan menguraikan ucapan, tulisan, bahkan perilaku dari suatu 
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individu, kelompok, masyarakat, dan atau komunitas tertentu yang diamatinya 

dengan mendalam. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan 

pengamatan pada fenomena dengan setting alami yang terjadi di dunia yang 

kemudian dipahami atau ditafsirkan dengan suatu teori, konsep, atau makna 

tertentu. Penelitian ini mencakup berbagai metode, seperti observasi, studi kasus, 

penyelidikan, metode audio-visual, dan analisis interpretatif (Denzin and Lincoln 

2011). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, penulis dapat 

memahami permasalahan secara detail dan mendalam guna menghasilkan 

penelitian yang sistematis dan saling terhubung. 

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Tanzania selaku host country 

dan Acacia Mining selaku perusahaan tambang asing yang beroperasi di Tanzania. 

Sebagai respon dari konflik sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan 

Acacia Mining, maka pemerintah Tanzania melakukan reformasi kebijakan 

pertambangan yang pastinya berdampak pada perusahaan tambang asing tersebut. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah upaya negosiasi yang dilakukan 

pemerintah Tanzania dan perusahaan tambang Acacia Mining sebagai upaya dalam 

mencapai kesepakatan bersama. 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif ini, metode yang akan digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data adalah melalui data sekunder atau dengan melakukan studi 

literatur. Sumber data atau informasi dalam penelitian ini akan diperoleh dari buku, 

jurnal, laporan resmi pemerintah dan perusahaan terkait, maupun artikel yang 

https://www.zotero.org/google-docs/?C9tjpG
https://www.zotero.org/google-docs/?C9tjpG
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memiliki keterkaitan atau hubungan yang sama dengan topik penelitian ini. Dalam 

memperoleh data sekunder dalam penelitian kualitatif, penulis akan memperhatikan 

kesesuaian periode waktu, relevansi, dan akurasi antara sumber data dan topik 

penelitian yang dibahas. 

1.8.4 Proses Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses analisis 

data. Sebelum melakukan analisis, penulis akan melakukan riset untuk 

mengumpulkan data dan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, 

artikel, dan lainnya yang bersifat kredibel. Tahapan berikutnya adalah proses 

menganalisis data secara sistematis yang dimulai dengan menyusun data yang 

diperoleh dari studi literatur atau kajian pustaka agar lebih mudah dipahami, 

kemudian mengolah dan menelitinya hingga mendapatkan kesimpulan dari topik 

dan rumusan masalah yang diajukan penulis.  

 

1.9  Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulis dalam memahami isi dan menguraikan 

pembahasan terkait penelitian ini, maka penulisannya akan disusun secara 

sistematis ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari topik penelitian 

yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi pembahasan yang menjelaskan mengenai perubahan atau 

reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintahan Tanzania era Presiden John 
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Magufuli. Hal ini mencakup hubungan antara pemerintah Tanzania dan perusahaan 

Acacia Mining, latar belakang dan implementasi reformasi kebijakan yang 

dilakukan, serta menjelaskan dampak dari reformasi kebijakan terhadap aktivitas 

atau operasional perusahaan tambang asing Acacia Mining dan respon perusahaan 

atas dampak tersebut. 

Bab III berisi pembahasan mengenai analisis dari upaya negosiasi ulang 

terkait kontrak dalam reformasi kebijakan yang dilakukan antara pemerintah 

Tanzania dan perusahaan Acacia Mining hingga mencapai kesepakatan yang 

disetujui kedua belah pihak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis topik terkait 

dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni teori 

bargaining power. 

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari poin-poin pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, serta rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

REFORMASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN 

2.1. Dinamika Hubungan Pemerintah Tanzania dan Acacia Mining 

Terbukanya akses bagi perusahaan multinasional asing untuk beroperasi di 

Tanzania mendorong Acacia Mining, perusahaan asal Inggris yang bergerak di 

bidang pertambangan emas untuk berinvestasi di Tanzania mulai tahun 2000. 

Barrick Gold yang merupakan perusahaan induknya sudah terlibat lebih awal dalam 

pertambangan Tanzania dengan mengakuisisi 3 wilayah tambang di wilayah Barat 

Laut Tanzania. Industri ini melihat Tanzania memiliki potensi yang bagus untuk 

produksi emas mereka ke depannya karena lokasinya yang strategis dan bisa 

menjadi pintu utama untuk lebih memperluas bisnisnya ke negara lain di kawasan 

Afrika. Ditambah kebijakan pada saat itu yang dinilai tidak terlalu ketat dengan 

tarif pajak rendah dan sedikit pengawasan pengaturan oleh pemerintah. Cadangan 

emas yang dimiliki perusahaan Acacia Mining di Tanzania adalah sebesar 2,4 juta 

ons di Buzwagi, 3,8 juta ons di Mara Utara, dan 13,2 juta ons di Bulyanhulu. 

Kontribusinya berupa investasi dalam perekonomian Tanzania mencapai 4 miliar 

USD. (Plakhov and Jaffer 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?06ZHUT
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Tabel 1. Cadangan Emas Perusahaan Tambang di Tanzania 

 
Sumber: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2008 

2.1.1 Perlakuan Negatif Perusahaan terhadap Masyarakat dan Pemerintah 

 Seiring berjalannya waktu, eksistensi Acacia Mining di Tanzania terlihat 

tidak membawa dampak positif, masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat 

apapun dari kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Sebaliknya, 

beberapa masyarakat lokal melaporkan tindakan dan perlakuan negatif yang 

dilakukan perusahaan. North Mara Gold Mine (NMGM), sebagai perusahaan 

tambang lokal di wilayah Mara Utara Tanzania yang dikelola oleh Acacia Mining 

menjadi tambang yang paling diperdebatkan dan sering dilaporkan di Tanzania 

karena konflik yang sering terjadi antara otoritas keamanan tambang dan 

masyarakat lokal (Lauwo, Kyriacou, and Julius Otusanya 2020). Salah satunya, 

pada Juli 2013, sekelompok masyarakat Tanzania mengajukan gugatan di 

Pengadilan Tinggi Inggris terhadap Acacia Mining dan North Mara Gold Mine 

(NMGM) atas tuduhan keterlibatan perusahaan dalam pembunuhan dan 

penyerangan kepada penduduk lokal yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.  

https://www.zotero.org/google-docs/?B70Orp
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Insiden terkait kasus hak asasi manusia ini terjadi pada tahun 2011, saat masyarakat 

desa sering memasuki wilayah tambang NMGM untuk mengumpulkan batu dan 

berharap dapat menemukan emas untuk dibawa pulang. Polisi dan otoritas 

keamanan tambang perusahaan disebutkan telah menembak penduduk desa dengan 

gas air mata dan peluru tajam, hingga menewaskan kurang lebih lima orang dan 

lainnya terluka parah. (Vidal 2013) Masyarakat melaporkan bahwa perusahaan 

telah gagal mengekang penggunaan kekuatan yang berlebihan di wilayah tambang, 

termasuk yang dilakukan polisi secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang 

cukup lama.  

Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh perusahaan dengan mengatakan 

bahwa penduduk lokal telah keliru dengan menganggap bahwa emas tersebut 

adalah milik masyarakat setempat, dan yang mereka lakukan untuk mencari jejak 

emas pada wilayah tambang perusahaan adalah tindakan ilegal. Pihak perusahaan 

merasa telah diserang oleh ratusan penduduk desa di wilayah tambang Mara Utara 

untuk pencarian emas. Maka dari itu, polisi dan otoritas tambang bertugas untuk 

mengendalikan situasi dan tanpa diduga telah menewaskan dan melukai beberapa 

pihak. Menanggapi tuduhan tersebut, perusahaan bersikeras untuk tidak akan 

memberikan kompensasi atas tuntutan hukum yang tidak sah, ditambah insiden 

penyerangan tahun 2011 terjadi diakibatkan karena adanya penyusup yang 

menyerang tambang yang mengarah pada tindakan kriminal. Melalui perintah dari 

pengadilan Inggris, firma hukum Leigh Day yang mewakili penduduk desa 

Tanzania dalam klaim kasus perusahaan tambang mewajibkan Acacia Mining 

untuk mengungkapkan dokumen internal terkait operasional perusahaan, serta 

mengambil langkah lanjut untuk ke persidangan. Hingga akhirnya di awal tahun 

https://www.zotero.org/google-docs/?6s8Jni
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2015, kasus tersebut mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan kelompok 

penggugat. Acacia Mining telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan dan 

pembayaran kompensasi dengan kelompok penggugat di luar pengadilan dengan 

dalih ingin tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar tambang Mara 

Utara. (Business & Human Rights Resource Centre 2013) 

Di sisi lain, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

masyarakat setempat yang dilakukan oleh aparat keamanan perusahaan terus 

berdatangan, mencakup pembunuhan, penyerangan, bahkan kekerasan seksual. 

Dalam rentan waktu tahun 2014 hingga 2016, MiningWatch Canada dan Rights and 

Accountability in Development (RAID) menerima laporan terjadinya 22 

pembunuhan dan 69 cedera di sekitar wilayah tambang Mara Utara. Penyelidikan 

parlemen Tanzania pun menerima laporan 65 orang tewas dan 270 terluka, 

pelanggaran ini diduga dilakukan oleh polisi yang bertanggung jawab atas 

keamanan tambang perusahaan Acacia Mining (RAID 2019).  

Tidak hanya dengan masyarakat lokal, Acacia Mining juga mengalami 

permasalahan atau perselisihan dengan pemerintah Tanzania. Perusahaan ini 

terlibat dalam beberapa perilaku bisnis ilegal seperti korupsi, penipuan, dan 

penghindaran pajak. Perilaku buruk perusahaan ini disampaikan secara terang-

terangan dan terbuka oleh presiden John Magufuli dalam pidatonya di depan umum 

dan telah mendominasi di berbagai media lokal bahkan internasional di tahun 2017. 

Kenyataan ini dinilai tidak sejalan dengan klaim strategi Acacia Mining yang 

disampaikan bahwa mereka bekerja tanpa bahaya, fokus tambahan pada dialog 

pemerintah, penyampaian komitmen masyarakat, dan meningkatkan profil 

hubungan masyarakat (Cole 2017). Pada 2018, beberapa karyawan eksekutif 

https://www.zotero.org/google-docs/?Yw7bqG
https://www.zotero.org/google-docs/?Yw7bqG
https://www.zotero.org/google-docs/?Yw7bqG
https://www.zotero.org/google-docs/?uOZpG5
https://www.zotero.org/google-docs/?uOZpG5
https://www.zotero.org/google-docs/?uOZpG5
https://www.zotero.org/google-docs/?Zn9ydh
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perusahaan, diantaranya yaitu Deodatus Mwanyika, Alex Lugendo, dan Assa 

Mwaipopo ditahan oleh otoritas anti-korupsi Tanzania atas dugaan pencucian uang 

dan penggelapan pajak. Tertulis dalam lembar dakwaan bahwa perusahaan dan 

karyawan terdakwa telah melakukan transaksi ilegal senilai 1,5 juta USD hingga 

752 juta USD per pembayaran sejak tahun 2008 sampai 2018 untuk kepentingan 

bisnisnya. Pada satu transaksinya, senilai 719 juta USD dikirim ke rekening pejabat 

pemerintah. (Reuters 2018) Acacia mengatakan bahwa semua terdakwa mengaku 

tidak bersalah atas semua 39 dakwaan tindak pidana yang mencakup penggelapan 

pajak, konspirasi, pemalsuan dan pencucian uang, serta korupsi. Tuduhan dari Biro 

Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Tanzania tersebut disebut merupakan 

salah satu bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait eksploitasi 

sumber daya alam dan perang yang dilakukan pemerintah pada sektor mineral. 

(Jamasmie 2018) 

Hubungan kompleks antara pemerintah Tanzania dan Acacia Mining 

semakin diperparah dengan operasional perusahaan tambang di Mara Utara yang 

juga menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah tambang. Adanya 

kegagalan dari fasilitas penyimpanan tailing tambang dan dugaan pembuangan zat 

berbahaya dari tambang menyebabkan polusi yang cukup parah di daerah tersebut. 

Dewan Manajemen Lingkungan Nasional Tanzania (NEMC) mengatakan akan 

mengenakan denda atas kasus lingkungan yang terjadi dan terus menekan Acacia 

Mining dengan mengeluarkan Perintah Perlindungan Lingkungan (EPO) karena 

dugaan kurangnya fasilitas tailing. Pihak Acacia Mining menyebutkan bahwa 

mereka belum menerima informasi yang cukup dari pemerintah terkait dengan EPO 

dan menghubungi NEMC untuk meminta klarifikasi atas laporan yang ada serta 

https://www.zotero.org/google-docs/?EngT3G
https://www.zotero.org/google-docs/?EngT3G
https://www.zotero.org/google-docs/?EngT3G
https://www.zotero.org/google-docs/?vOKOpy
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meminta bantuan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. (Casey 2019) Berbagai 

jenis kasus yang dilaporkan dengan mengatasnamakan perusahaan Acacia Mining 

plc menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi reformasi kebijakan 

pertambangan yang dilakukan pemerintah Tanzania beberapa tahun ke belakang.  

2.1.2 Pengungkapan Pemerintah Tanzania terhadap Kasus Acacia Mining 

Kekecewaan publik terhadap kebijakan pada masa pemerintahan Presiden 

Kikwete, mendorong partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) memilih John Magufuli 

sebagai kandidat presiden karena reputasinya yang cukup baik sebagai seorang 

yang jujur, pekerja keras, bebas korupsi dan tanpa skandal dengan tujuan untuk 

mengubah citra partai serta mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut 

tergambar pada posisi yang diduduki Magufuli sebelumnya. John Pombe Joseph 

Magufuli terpilih sebagai Anggota Parlemen untuk mewakili distrik Chato dan 

diangkat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan pada periode tahun 1995 hingga 2000, 

setelah menerima gelar master dalam Kimia dari Universitas Dar es Salaam di tahun 

1994 dan saat ia berprofesi sebagai ahli kimia industri di Nyanza Cooperative 

Union Limited. Karir politiknya terus berlanjut dengan posisinya sebagai Menteri 

Pekerjaan, Perhubungan dan Komunikasi di tahun 2000 hingga 2005. Di tahun 

2006, Presiden Tanzania yang menjabat pada saat itu menempatkan John Magufuli 

sebagai Menteri Pertahanan dan Pemukiman hingga tahun 2008. Lebih lanjut, pada 

periode 2008 hingga 2010, Magufuli menjabat sebagai Menteri Peternakan dan 

Perikanan. Ia kembali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan untuk kedua kalinya 

pada periode 2010 hingga 2015. (Momodu 2021) 

Hingga pada tahun 2015, John Magufuli dicalonkan oleh Partai CCM dalam 

Pemilu Presiden Tanzania 2015. Meskipun sebelumnya, Magufuli bukan menjadi 

https://www.zotero.org/google-docs/?M2Z8Zi
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kandidat utama di tengah perpecahan dalam elite penguasa Partai CCM, bahkan ia 

tidak pernah terlibat dalam lingkaran pemerintahan CCM. Pada Oktober 2015, John 

Magufuli dinyatakan sebagai pemenang dan terpilih menjadi Presiden Tanzania 

dengan menerima 58% suara, mengalahkan kandidat Edward Lowassa dari Partai 

Chadema. Kampanye politik John Magufuli selama pemilu mengarah pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan 

memerangi perlakuan tidak etis mencakup korupsi, keleluasaan pejabat dalam 

aktivitasnya, serta eksploitasi sumber daya. Penggambaran kampanyenya selalu 

mengacu pada situasi sulit masyarakat Tanzania yang tinggal di pedesaan untuk 

lebih menjangkau masyarakat secara luas. Hingga John Magufuli terpilih menjadi 

presiden, banyak rakyat Tanzania yang memuji kepemimpinannya yang tegas 

sesuai dengan janji kampanyenya. (Bamwenda 2018) Selama karirnya menjadi 

politikus di Tanzania, John Magufuli mendapat julukan “Bulldozer” karena 

tindakannya yang tegas memerangi korupsi dan pengeluaran pemerintah yang tidak 

penting. Reputasinya yang baik didukung dengan rekor bersih Magufuli yang bebas 

korupsi dan tanpa skandal selama karir politik yang dijalankannya. (Kwayu 2021) 

Di awal kepemimpinannya, presiden John Magufuli sudah mulai 

menerapkan tujuan kampanye dalam pemilunya dengan memberantas korupsi, 

memperbaiki manajemen dan menyelaraskan peraturan hukum dan pajak, 

pemungutan pajak, memberantas kemiskinan, serta pemborosan pengeluaran yang 

terjadi. Diantaranya dengan melakukan pemotongan biaya dan pembebasan pajak, 

membatasi perjalanan ke luar negeri oleh pejabat pemerintah, serta mengarahkan 

pejabat untuk turun langsung ke masyarakat pedesaan untuk mengatasi 

permasalahan di sana. Pertengahan tahun 2017, pemerintah mendeklarasikan 

https://www.zotero.org/google-docs/?uVDrPs
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“economic war” terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai telah merugikan dan 

melakukan eksploitasi atas kekayaan ekstraksi negara, termasuk terhadap Acacia 

Mining. Pemerintah mengumumkan tiga undang-undang yang dimaksud untuk 

memaksimalkan pendapatan pemerintah, mengembangkan konten lokal, dan 

pengakuan kepemilikan berdaulat yang sah atas mineral oleh rakyat Tanzania. 

Akses perusahaan ke arbitrase internasional dihapus dan membuka negosiasi 

kembali atau konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait kontrak yang ada. 

Kementerian Energi dan Mineral telah mengumumkan larangan ekspor pasir 

mineral, terlebih untuk konsentrat emas dan tembaga kepada perusahaan Acacia 

Mining (Jacob and Pedersen 2018). 

Pemerintah mengutus dua Komite Kepresidenan Tanzania, dikhususkan 

untuk menyelidiki tuduhan penipuan kepada perusahaan multinasional Acacia 

Mining yang telah menolak royalti dan keuntungan yang sah dari Tanzania 

(Kinyondo and Huggins 2019). Komite pertama yang terdiri dari akademisi dan 

profesional industri, menyelidiki kontainer-kontainer Acacia di pelabuhan Dar es 

Salaam dan telah melaporkan terdapat penipuan besar-besaran dalam ekspor pasir 

mineral (konsentrat). Kontainer yang disita oleh komite memiliki nilai emas yang 

lebih besar dibandingkan yang tercatat secara resmi. Ditemukan wadah dengan 

rata-rata 1.400 gram emas per ton pasir mineral, berbeda dengan yang ditunjukkan 

oleh Badan Audit Tanzania sebelumnya, yakni sebesar 200 gram. Komite pertama 

juga melaporkan perbedaan rasio tembaga dan perak, sedangkan royalti yang 

dibayarkan oleh perusahaan adalah untuk konsentrat lain seperti besi, belerang, 

iridium, rhodium, dan litium. 

https://www.zotero.org/google-docs/?eUhctp
https://www.zotero.org/google-docs/?k5Kfek
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Komite kedua yang terdiri dari ekonom dan pengacara menyelidiki aspek 

hukum dan fiskal dari kesepakatan yang ada antara Acacia dan pemerintah. Komite 

ini melaporkan bahwa terdapat sebagian besar kontainer (44.277 hingga 61.320 

kontainer) yang dikirim ke luar negeri sejak awal aktivitasnya hingga 2017 namun 

belum diumumkan oleh Acacia Mining untuk keperluan pajak. Hal ini 

menyebabkan negara kehilangan antara 68.59 triliun TZS dan 108.45 triliun TZS 

selama periode tersebut. Ketua komite tersebut pun melaporkan bahwa selama 19 

tahun, Acacia Mining gagal membayar pajak penghasilan sejumlah 95.5 triliun 

TZS, pemotongan pajak sejumlah 94.4 triliun TZS, royalti tambang sebesar 11.1 

triliun TZS, dan pajak dari biaya pengiriman yang tidak diumumkan sebesar 1.6 

triliun TZS. (Shiyo 2017) 

Setelah laporan dari dua komite disampaikan, Presiden John Magufuli 

mengarahkan otoritas lain seperti Biro Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

untuk menyelidiki lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

pertambangan antara pemerintah dan Acacia Mining. Juga memerintahkan 

perusahaan tersebut untuk membayar royalti dan tunggakan pajak yang dilakukan 

selama kurang lebih 19 tahun sebagai syarat untuk perusahaan dapat tetap 

melanjutkan operasionalnya. Presiden Magufuli meminta semua kebijakan dan 

perjanjian terkait sektor ekstraksi untuk disusun kembali demi melindungi 

kepentingan nasional dan eksploitasi sumber daya. (Shiyo 2017) 

2.2. Tahapan dan Implementasi Reformasi Kebijakan Pertambangan 

Tanzania dianggap sebagai negara pertambangan yang relatif baru di 

wilayah Afrika. Sektor pertambangannya dinasionalisasikan pada tahun 1967 dan 

perusahaan STAMICO (State Mining Corporation) didirikan pada tahun 1972 guna 

https://www.zotero.org/google-docs/?LkBkpK
https://www.zotero.org/google-docs/?1qE6so
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mengoperasikan sektor tersebut (Lange 2011). Operasi sektor pertambangan 

berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto nasional Tanzania dengan nilai 

ekspor yang meningkat secara signifikan. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 

sektor tambang berkontribusi sebesar 10,2 persen dari PDB nasional atau setara 

dengan 1.473.804 juta TZS (Tanzania-Mining 2021). Ekspor emas menyumbang 

sebesar 55,9 persen dari ekspor non-tradisional. Bank of Tanzania mencatat ekspor 

emas Tanzania meningkat sebesar 701,3 juta USD menjadi 3.025,4 juta USD 

hingga akhir Maret 2021 (The Citizen 2021).  

Grafik 1. Nilai Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019-2021 

 
Sumber: Tanzania Invest 2021 

2.2.1 Sektor Pertambangan Tanzania Era Pra Reformasi Kebijakan 

 Sebelum reformasi ekonomi terjadi di Tanzania, pemanfaatan kekayaan 

alam masih sangat minim atau bahkan belum sama sekali dilakukan, terlebih belum 

ada kebijakan yang mengarah pada investasi asing terhadap sektor sumber daya 

yang ada. Operasional pengembangan sektor ekstraksi Tanzania tahun 1970 an 

hingga 1980 an, sebagian besar dimiliki dan dioperasionalkan oleh negara di bawah 

National Development Corporation (NDC), dan kemudian oleh State Mining 

Corporation (STAMICO). Pada masa tersebut, investasi asing dianggap 

https://www.zotero.org/google-docs/?cNGtXj
https://www.zotero.org/google-docs/?sT8ErW
https://www.zotero.org/google-docs/?5OY2P1
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kapitalistik dan eksploitatif, sesuai dengan ideologi Tanzania pada tahun 1967, 

yaitu “Ujamaa na Kujitegema” atau “Sosialisme dan Kemandirian” yang 

dicetuskan oleh Mwalimu Julius Nyerere melalui Deklarasi Arusha sebagai upaya 

untuk menyelaraskan atau membaurkan nilai-nilai tradisional Afrika dengan 

tuntutan sistem pasca kolonial. Mwalimu Nyerere ingin membangun Tanzania 

menjadi negara sosialis yang mandiri dengan mengupayakan apa yang dapat 

mereka lakukan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri guna mendapatkan 

manfaat dari tata kelola tersebut. Juga menentang kapitalisme yang dianggap 

membangun masyarakatnya di atas eksploitasi yang dilakukan. (M. I. Muhanga 

2016) 

Reformasi ekonomi akhirnya terjadi pada tahun 1980an setelah krisis 

keuangan yang dihadapi Tanzania dan berupaya meningkatkan pembangunan 

melalui reformasi tersebut. Begitupun dengan perubahan kerangka hukum dan 

kebijakan pendukung lainnya di sektor pertambangan yang dilakukan seiring 

dengan reformasi yang terjadi. Perkembangan industri ekstraktif di Tanzania 

berpotensi mendorong pembangunan dan perekonomian negara tersebut menjadi 

lebih maju. Bank Dunia (1992) bahkan menyarankan pemerintah Afrika, termasuk 

Tanzania, untuk berfokus pada sektor pertambangan sebagai upaya untuk 

menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. 

Dengan pemanfaatan yang efektif dan terstruktur, sektor pertambangan mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itu, 

Bank Dunia mendukung adanya reformasi sektor pertambangan di Tanzania, 

mencakup kerangka hukum dan undang-undang yang berlaku. Pada periode tahun 

1980-an hingga 1995, kegiatan pertambangan lokal dan skala kecil (ASM) mulai 

https://www.zotero.org/google-docs/?V7qDEk
https://www.zotero.org/google-docs/?V7qDEk
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berkembang pesat dan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam 

penambangan emas. Meskipun tingkat teknologi pada saat itu masih sangat rendah 

dan kegiatannya belum memiliki hak milik formal atau dianggap ilegal. (M. I. 

Muhanga 2016, 33) 

Pemerintah membuat undang-undang atau kebijakan dengan membuka 

akses kepada investor asing untuk dapat beroperasi di wilayah tambang di 

Tanzania. Dengan harapan membuka peluang lain yang lebih baik bagi masyarakat 

Tanzania. Melalui FDI, Tanzania memiliki peluang untuk memberikan insentif 

fiskal dan konsesi regulasi, seperti tax holiday, tax reduction, dan exemption kepada 

perusahaan asing yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat FDI yang lebih 

besar ke dalam negeri terlebih dalam sektor pertambangan. Insentif lainnya dapat 

berupa Perjanjian Pengembangan Pertambangan individu yang telah ditandatangani 

pemerintah, serta bea masuk nol untuk barang modal, suku cadang, kendaraan, dan 

persediaan lainnya hingga waktu tertentu. (Maliganya and Bengesi 2018) 

Kebijakan Foreign Direct Investment untuk investor asing yang beroperasi 

di Tanzania disahkan pada tahun 1990-an, dengan kerangka hukum Mineral Policy 

1997, Mining Act 1998, dan Mining Regulations 1999. Seiring berjalannya waktu, 

terbukanya akses bagi investor asing dan sektor swasta dalam perekonomian 

menyebabkan munculnya tantangan dalam sektor tersebut, ditambah dengan 

operasional perusahaan yang dianggap membawa dampak negatif dan memicu 

konflik. Untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam industri pertambangan, 

pemerintah Tanzania harus melakukan berbagai perubahan atau reformasi dari 

kebijakan tersebut. 

https://www.zotero.org/google-docs/?TFByLA
https://www.zotero.org/google-docs/?TFByLA
https://www.zotero.org/google-docs/?CTbrcn
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2.2.2 Proses Reformasi Kebijakan Pertambangan Tanzania 

Perubahan kondisi pasar dan teknologi harus diiringi dengan perubahan 

kebijakan dan strategi baru yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial 

dan ekonomi domestik suatu negara, salah satunya pada sektor pertambangan. Pada 

tahun 1998, pemerintah Tanzania mengesahkan undang-undang pertambangan 

baru untuk menggantikan Mining Act 1979. Kebijakan ini dirumuskan sehubungan 

dengan program reformasi ekonomi 5 tahun Bank Dunia (World Bank) guna 

memenuhi syarat permohonan keringanan hutang. Fokus dari undang-undang ini 

adalah menciptakan atau membuka akses bagi investor asing di sektor 

pertambangan, serta memberikan hak dan ruang yang sama bagi large-scale miners 

(LSM) dan small-scale miners (ASM) dalam operasional perusahaannya.  

Terdapat tawaran dan persyaratan yang menarik bagi para investor asing, 

yakni tarif royalti untuk mineral sebesar 3 persen (5 persen untuk berlian), pajak 

penghasilan sebesar 30 persen dan tidak ada tambahan untuk pajak keuntungan, 

tidak ada biaya bea masuk atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas peralatan 

tambang, pemotongan pajak atas dividen adalah sebesar 10 persen dan gaji 

ekspatriat adalah sebesar 3 persen, dan pemberian hak pertambangan tersebut dapat 

dialihkan dan digadaikan. (Butler 2004) Namun, amandemen perlu dilakukan pada 

kebijakan The Mining Act of 1998 oleh pemerintah Tanzania. Salah satu faktornya 

dikarenakan penetapan royalti untuk batu mulia olahan dianggap kurang efektif. 

Selain itu, tantangan yang muncul yang dihadapi sektor pertambangan 

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat lokal. Maka pemerintah telah mencabut 

seluruh kebijakan Mining Act 1998 dan menggantinya dengan Mining Act 2010 

yang mengarah pada penguatan sektor pertambangan. 

https://www.zotero.org/google-docs/?23VLxp
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Fokus amandemen kebijakan 2010 adalah penetapan eksplorasi, 

pengembangan, serta pemasaran mineral di Tanzania. Adanya dukungan yang 

diberikan pada integrasi ekonomi yang melibatkan sektor ekonomi mengarah pada 

peningkatan sektor pertambangan terhadap PDB nasional dan ketenagakerjaan. 

Masyarakat lokal diarahkan untuk terlibat dalam berbagai proyek masyarakat 

melalui dukungan perusahaan pertambangan. Dengan kata lain, perusahaan MNC 

yang berinvestasi di sektor tambang Tanzania didorong untuk melibatkan 

masyarakat lokal dan otoritas pemerintah daerah dalam pembangunan yang 

berbasis masyarakat, serta memberikan peluang atau kesempatan kerja bagi 

masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang. (M. Muhanga 2022, 44–45) 

Komisi khusus yang disebut Tanzania Mining Commission dibentuk 

melalui undang-undang pertambangan tahun 2010 ini dengan tujuan mengatur 

sektor tambang di Tanzania, yang berfokus pada kontrol pemerintah dalam 

operasional sektor tambang dan peningkatan royalti. Mendorong pihak yang terlibat 

dalam sektor pertambangan untuk mendukung local content dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan. Pemerintah Tanzania menekankan hak bagi 

negara untuk dapat melakukan renegosiasi dengan para pihak pengelola apabila 

terjadi tindakan yang merugikan dan tidak bermoral. Hal tersebut berhasil 

meningkatkan royalti bagi negara Tanzania, dengan pemerintah untuk 

mendapatkan bagian dalam proyek pertambangan di masa depan dan membatasi 

kontribusi para pihak asing dalam operasional pertambangan skala kecil. Meskipun 

peraturan dalam Mining Act 2010 terus ditingkatkan dan terkesan semakin ketat, 

upaya pemerintah dalam mendorong investor asing untuk berinvestasi di dalam 

negeri pun terus dilakukan. 

https://www.zotero.org/google-docs/?zpjzUK
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Sejak kekuasaan Presiden John Magufuli pada tahun 2015, banyak upaya 

yang dilakukan untuk menuju tata kelola dan pengendalian sumber daya alam 

secara lebih bermanfaat. Termasuk melakukan reformasi terhadap kebijakan 

Mining Act 2010, yang sebelumnya didahului oleh kebijakan Extractive Industry 

Transparency and Accountability Act 2015 terkait pemegang hak mineral.  

Terdapat 2 putaran dalam amandemen terhadap kebijakan pertambangan Tanzania 

tahun 2010 yang dilakukan pada tahun 2017. Pertama, diajukan dalam Finance Act 

2017 dengan meningkatkan tarif royalti terkait ekspor mineral yang mencakup 

emas, tembaga, perak, dan platina, dari 4 persen menjadi 6 persen. Selain itu, 

melalui undang-undang ini terdapat persyaratan baru untuk semua nilai mineral 

yang akan diekspor ke luar negeri akan dikenakan biaya kliring sebesar 1 persen. 

Perubahan ini memunculkan banyak perdebatan dari pemangku kepentingan karena 

dinilai kenaikan tarif royalti akan berdampak negatif bagi investasi asing.  

Kedua adalah dalam Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017, 

yang merupakan rekomendasi kepada pemerintah dari Komite Kepresidenan yang 

menyelidiki ekspor konsentrat mineral oleh perusahaan asing. Amandemen dalam 

kebijakan ini mengubah persyaratan struktur kepemilikan saham. Pihak Pemegang 

Izin Pertambangan atau Pemegang Izin Pertambangan Khusus wajib memberikan 

16 persen bunga dalam modal perusahaannya. Pemerintah pun berhak memperoleh 

hingga 50 persen saham di perusahaan tambang yang beroperasi di Tanzania. Hal 

tersebut dinilai sebanding dengan nilai pengeluaran pajak oleh pemerintah untuk 

kepentingan perusahaan. Dalam perubahannya, dibentuk Komisi Pertambangan 

yang berfungsi bukan hanya sebagai penasehat, tetapi juga untuk menerbitkan izin, 
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mengatur industri dan operasi pertambangan, serta memastikan eksplorasi dan 

pemanfaatan mineral secara tertib. (Kapdi and Parring 2018) 

Di samping itu, pemerintah Tanzania mengesahkan undang-undang baru 

terkait peraturan kekayaan dan sumber daya alam. Pertama, Natural Wealth and 

Resources (Permanent Sovereignty) Act 2017, fokus kebijakan ini adalah 

memberikan kedaulatan yang permanen kepada rakyat Tanzania atas semua 

kekayaan dan sumber daya alam yang ada di negara Tanzania, dan pemerintah yang 

memiliki dan mengendalikan atas nama rakyat. Maka, tidak akan ada kesepakatan 

atau pengaturan untuk ekstraksi, eksploitasi, maupun akuisisi dan penggunaan 

sumber daya kecuali jika kepentingan rakyat dan negara dijamin sepenuhnya. 

Perselisihan yang terjadi dalam operasional eksplorasi sumber daya akan diadili 

oleh badan peradilan sesuai dengan hukum Tanzania. Kedua adalah Natural Wealth 

and Resources Contracts (Review and Re-negotiation of Unconscionable Terms) 

Act 2017, kebijakan ini memastikan semua kekayaan alam dan sumber daya 

Tanzania dimiliki secara kolektif oleh rakyat Tanzania itu sendiri. Pemerintah 

memiliki kuasa untuk menegosiasikan kembali ketentuan perjanjian yang dianggap 

kurang efektif, tidak adil, dan dapat menghambat pembangunan negara.  

Amandemen terhadap undang-undang Mining Act 2010 merupakan upaya 

pemerintahan John Magufuli untuk lebih meningkatkan kontrol dan pendapatan 

dari ekstraksi sumber daya yang ada di wilayah nasional Tanzania. Hal tersebut 

mengarah pada konsep resource nationalism, yang terus diperbincangkan untuk 

menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sistem pemerintahan Tanzania di 

tahun-tahun tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dan kebijakan yang 

dikeluarkan Presiden Magufuli dinilai tegas untuk melindungi sumber daya alam 

https://www.zotero.org/google-docs/?QpPRxb
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dan masyarakat Tanzania semakin memperkuat resource nationalism di Tanzania. 

(Poncian 2019, 82) Presiden Magufuli percaya bahwa sumber daya ekstraksi yang 

dimiliki Tanzania telah dikuasai oleh perusahaan multinasional asing. Maka 

diperlukan resource nationalism sebagai strategi dalam melegitimasi 

ekstraktivisme dan lebih pro terhadap rakyat negaranya. Salah satunya dengan 

melakukan amandemen kebijakan pada sumber daya ekstraksi untuk mendorong 

pembangunan dan perekonomian nasional. Hal ini bukan berarti pemerintah anti 

terhadap investor asing, melainkan pemerintah terus mempromosikan strategi yang 

mengakui peran penting dari investor asing di sektor ekstraksi Tanzania untuk 

mendorong industrialisasi. 

Pada tahun 2017, pemerintahan John Magufuli mendeklarasikan klaim 

kedaulatannya atas sumber daya alam yang ada di wilayah negara Tanzania. Salah 

satu faktornya adalah sebagai respon dari pemerintah atas tindakan dan operasional 

perusahaan multinasional atau investor asing sektor tambang di Tanzania yang 

dinilai telah merugikan negara dan masyarakat Tanzania itu sendiri. Pemerintah 

menemukan bahwa perusahaan tambang asing telah menolak royalti dan 

keuntungan yang legal dari Tanzania. 

 

2.3 Respon Acacia Mining terhadap Reformasi Kebijakan 

Perusahaan Acacia Mining telah terlibat dalam berbagai risiko terkait 

perilaku bisnis ilegal yang mencakup korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak. 

Terlebih dengan banyaknya laporan mengenai kekacauan yang sebagian besar 

terjadi pada wilayah tambang Mara Utara yang menimbulkan konflik dengan 

masyarakat setempat (Ndossi 2017). Perselisihan terus meningkat selama 2 tahun, 

https://www.zotero.org/google-docs/?v3X9tL
https://www.zotero.org/google-docs/?8nnw51
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ditambah dengan beberapa karyawan eksekutif Acacia Mining yang didakwa atas 

banyak pelanggaran termasuk pencucian uang serta penggelapan pajak, dan telah 

dipenjara sejak Oktober 2018. (Dausen and Reid 2020) 

Deklarasi kebijakan baru tahun 2017 telah berdampak besar pada 

operasional perusahaan Acacia Mining. Larangan ekspor konsentrat emas dan 

tembaga telah menimbulkan penumpukan persediaan bijih emas yang dihasilkan 

serta membuat perusahaan kehilangan pendapatannya lebih dari 1 juta USD setiap 

harinya di dua wilayah tambang di Tanzania yang dioperasikan (Taylor 2017). 

Aktivitas tambang di Bulyanhulu yang semakin buruk tidak berkelanjutan 

mengakibatkan arus kas negatif sekitar 15 juta USD per bulan. Produksi tahunannya 

menurun mencapai 100.000 ons lebih rendah dari produksi sebelumnya. Hingga 

perusahaan Acacia terkena tagihan pajak sebesar 190 miliar USD yang setara 

dengan empat kali PDB tahunan negara Tanzania. Jumlah tersebut terdiri dari 40 

miliar USD pajak yang diduga tidak dibayar perusahaan dan 150 miliar USD denda 

dan bunga yang terhitung. Enam bulan setelah larangan ekspor dilakukan, saham 

Acacia Mining turun sebesar 65 persen dan memiliki utang sebesar 71 juta USD. 

(Reuters 2017) Di awal tahun 2019, Tanzania juga mengenakan denda sebesar 300 

juta TZS atau setara dengan 129.143 USD kepada Acacia Mining atas tuduhan 

pelanggaran peraturan lingkungan di wilayah tambang Mara Utara. 

 

 

 

 

. 

https://www.zotero.org/google-docs/?umpAgj
https://www.zotero.org/google-docs/?jJqeX6
https://www.zotero.org/google-docs/?vphxzI
https://www.zotero.org/google-docs/?vphxzI
https://www.zotero.org/google-docs/?vphxzI
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Grafik 2. Saham Acacia Mining Sejak Larangan Ekspor Berlaku 

 
Sumber: Mining.com 2017 

Upaya mitigasi dilakukan perusahaan Acacia dalam menghadapi reformasi 

kebijakan sektor pertambangan. Setelah laporan penyelidikan oleh komite khusus 

yang dibentuk pemerintah terkait ketidaksesuaian jumlah nilai pendapatan ekspor 

konsentrat emas dengan yang dilaporkan perusahaan yang mengarah pada kasus 

penipuan serta penghindaran pajak, perusahaan Acacia Mining mencoba untuk 

menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan telah sepenuhnya melaporkan 

pendapatan perusahaannya, mencakup materi yang diproduksi dan pembayaran 

royalti serta pajak secara penuh. (Olingo 2020) Perusahaan menyebutkan tuduhan 

tersebut tidak akurat dan tidak dapat dijelaskan. Acacia menyatakan bahwa 

pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah Tanzania namun harus 

didasarkan pada keadilan bagi seluruh stakeholder terkait. Pada Juli 2017, Acacia 

berupaya memulai arbitrase internasional untuk dua tambangnya (Bulyanhulu dan 

Buzwagi) untuk melawan Tanzania setelah pemerintah membatalkan perjanjian hak 

mineral dan memaksa negosiasi ulang kontrak. 

Presiden Magufuli mengumumkan akan menutup semua tambang emas di 

Tanzania apabila pihak perusahaan Acacia Mining menunda pembicaraan atau 

negosiasi dengan pemerintah terkait penyelesaian sengketa pajak yang dituduhkan. 

https://www.zotero.org/google-docs/?T2trUo
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Meskipun Acacia telah dipisahkan dari Barrick Gold tahun 2010 lalu, konflik yang 

terus meningkat mendorong Barrick Gold selaku pemegang saham terbesar Acacia 

sepakat untuk ikut serta sebagai fasilitator dalam negosiasi mengenai larangan 

ekspor konsentrat dengan pemerintah Tanzania, karena secara langsung maupun 

tidak langsung perusahaan Barrick juga terkena dampaknya. (Reuters 2017) 

Kesepakatan perlu dilakukan karena harga saham perusahaan Acacia Mining terus 

menurun selama berbulan-bulan akibat ketidaksepakatan yang meningkat dengan 

pemerintah Tanzania. Kebijakan larangan ekspor terhadap perusahaannya akan 

menurunkan kemampuannya dalam melakukan bisnis di masa mendatang, terlebih 

di Tanzania karena mencakup 50% dari produksinya. Terdapat beberapa syarat dari 

pemerintah Tanzania dalam negosiasi tersebut yang membuat Acacia Mining tidak 

dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses perjanjian penyelesaian 

sengketa. Pihak Barrick Gold dan pemerintah Tanzania secara resmi telah memulai 

negosiasi untuk mengarah pada penyelesaian sengketa yang terjadi yang 

melibatkan Acacia Mining.  

Hingga pada tahun 2019, kedua belah pihak, yakni perusahaan Barrick Gold 

dan pemerintah Tanzania telah sampai pada proposal kesepakatan yang mengakhiri 

sengketa pajak berkepanjangan antara Tanzania dan Acacia Mining. Perjanjian 

telah diajukan ke Jaksa Agung Tanzania untuk meminta peninjauan dan pengesahan 

dan pastinya dengan persetujuan Acacia. Perusahaan tambang Acacia Mining 

diambil alih kembali oleh Barrick Gold senilai 1,2 miliar USD dan telah disetujui 

oleh Pengadilan Tinggi di Inggris dan Wales. Dalam kesepakatan tersebut, Barrick 

Gold menyetujui pembayaran sejumlah 300 juta USD kepada pemerintah Tanzania 

untuk menyelesaikan seluruh perselisihan dan sengketa pajak serta pencabutan 

https://www.zotero.org/google-docs/?qsl073
https://www.zotero.org/google-docs/?qsl073
https://www.zotero.org/google-docs/?qsl073
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larangan ekspor konsentrat yang terjadi. Pemerintah Tanzania akan mendapatkan 

kepemilikan 16 persen dari masing-masing wilayah tambang yang sebelumnya 

dioperasikan Acacia Mining dan mendapatkan manfaat ekonomi dalam bentuk 

royalti, biaya kliring, dan partisipasi dalam distribusi di masa depan dengan basis 

50:50 yang akan dilakukan oleh perusahaan baru dalam mengoperasikan tambang-

tambang di Tanzania yang sebelumnya dioperasikan Acacia, yakni Twiga Minerals. 

(Reuters 2019)  

Hubungan buruk yang telah terjalin sejak lama antara pemerintah Tanzania 

dan perusahaan tambang Acacia Mining membuat perusahaan sudah tidak bisa 

melanjutkan operasionalnya sebagai perusahaan publik yang independen di 

Tanzania dengan seluruh nilainya yang dipresentasikan oleh aset yang ada di negara 

tersebut. Sengketa pajak yang terjadi bertahun-tahun membuat pemerintah tidak 

siap berurusan langsung dengan Acacia. Oleh karena itu, setelah muncul 

kesepakatan, Barrick kembali mengambil alih kepemilikan Acacia Mining dan 

aktivitas pertambangan di wilayah tambang Tanzania akan dioperasikan oleh 

perusahaan tambang baru untuk memulai awal yang baik. (Barrick 2019) 

Di bawah kesepakatan negosiasi yang dilakukan, karyawan Acacia Mining 

yang telah didakwa melakukan pencucian uang dan penggelapan dana mengaku 

bersalah atas penggelapan pajak. Namun telah dibebaskan dari penjara sekitar tahun 

2020 dengan syarat membayar 1,5 miliar Shilling Tanzania atau setara dengan 

649.632 USD sebagai kompensasi atas penggelapan pajak yang dilakukan. Jaksa 

Wankyo Simon yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa dakwaan 

lainnya dibatalkan. (Dausen and Reid 2020) Pasca penandatanganan perjanjian 

negosiasi, Januari 2020, pemerintah Tanzania secara resmi mencabut larangan 

https://www.zotero.org/google-docs/?k9T0qX
https://www.zotero.org/google-docs/?k9T0qX
https://www.zotero.org/google-docs/?k9T0qX
https://www.zotero.org/google-docs/?mnGthG
https://www.zotero.org/google-docs/?mnGthG
https://www.zotero.org/google-docs/?mnGthG
https://www.zotero.org/google-docs/?EaW5km


38 

 

ekspor konsentrat mineral kepada perusahaan tambang asing dan telah mengambil 

16% kepemilikan saham dari perusahaan Twiga Minerals. Sejumlah 1.600 

kontainer yang ditimbun dari wilayah tambang Bulyanhulu dan Buzwagi sejak 

tahun 2017 kembali dilanjutkan untuk penjualan dan pendistribusian pada April 

2020 dan menyerahkan 100 juta USD pertama dari kesepakatan kepada pemerintah. 

(Dausen 2020) 
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BAB III 

ANALISIS NEGOSIASI PEMERINTAH TANZANIA DAN  

PERUSAHAAN ACACIA MINING  

 

Negosiasi ulang terkait reformasi kebijakan pertambangan tahun 2017 

ditawarkan oleh pemerintah Tanzania bagi perusahaan multinasional asing yang 

terlibat konflik, namun tetap sesuai dengan persyaratan yang diberikan Tanzania. 

Berdasarkan pada teori Bargaining Power yang digunakan dalam penelitian ini, 

penulis akan menganalisis upaya negosiasi antara pemerintah Tanzania dan 

perusahaan multinasional Acacia Mining. Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu aktor dalam mengukur bargaining power atau daya tawar 

menawar yang dimiliki dalam melakukan negosiasi. Kekuatan tawar menawar 

negara berkembang tuan rumah bergantung pada faktor sumber daya ekonomi, 

kebutuhan investasi asing langsung dalam pembangunan negara, dan otoritas 

berdaulat atau kekuasaan pemerintah untuk mengubah undang-undang di wilayah 

domestiknya. Sedangkan kekuatan tawar menawar investor asing atau perusahaan 

multinasional bergantung pada sumber daya ekonomi, motivasi perusahaan 

melakukan investasi di negara tuan rumah, dan bantuan hukum atau intervensi 

diplomatik yang diperoleh. (Abbott 1975) 

3.1. Bargaining Power Tanzania 

3.1.1 Sumber Daya Ekonomi 

Faktor pertama yang mempengaruhi posisi tawar menawar negara tuan 

rumah adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki negara tersebut. Semakin 

berharga sumber daya yang dimiliki negara dan semakin besar kontrol negara 

https://www.zotero.org/google-docs/?fg19xV
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terhadap sumber dayanya, maka akan semakin kuat posisi tawar menawar negara 

terhadap perusahaan asing.  

Menempati posisi keempat penghasil emas terbesar di kawasan Afrika, 

emas di Tanzania telah menjadi mineral utama yang diekstraksi, tergambar dengan 

cadangan yang dimiliki hingga tahun 2022 adalah sekitar 45 juta ons dan 

produksinya mencapai 50 ton per tahun. Permintaan emas Tanzania di pasar 

konsumen mengalami peningkatan bahkan selama pandemi berlangsung 

dikarenakan emas dapat digunakan sebagai aset yang aman (safe haven). Akhir-

akhir ini, STAMICO mulai memurnikan emas dengan standar internasional (24 

karat atau mencapai 99%) agar Bank Sentral negara dapat membeli emas murni 

sebagai cadangan devisanya. Hal tersebut akan memberikan tanda orisinalitas emas 

dari Tanzania dan dapat mempromosikan produksi negara ini di pasar global. 

(Mirondo 2021) 

Tanzania memiliki 6 tambang emas skala besar di wilayah Danau Victoria 

yang menyimpan sekitar 90% cadangan emas negara (The Citizen 2021). Akses 

menuju wilayah tersebut cukup mudah, beberapa proyek pertambangan dapat 

diakses melalui jalur laut dengan kapal feri menuju teluk, maupun jalur darat 

melalui jalan nasional dan regional yang dipelihara dengan baik. Begitu juga 

dengan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi pertambangan telah tersedia di 

lokasi, seperti fasilitas tailing, PLTA, dan jaringan listrik. (TRX Gold Corporation 

n.d.) Oleh karena itu, emas yang dimiliki Tanzania mampu menarik perhatian 

perusahaan dan investor asing untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya 

Tanzania dan menjalankan operasionalnya di negara tuan rumah tersebut.  

https://www.zotero.org/google-docs/?Ztto5q
https://www.zotero.org/google-docs/?Va7OYI
https://www.zotero.org/google-docs/?Va7OYI
https://www.zotero.org/google-docs/?Va7OYI
https://www.zotero.org/google-docs/?MFxz07
https://www.zotero.org/google-docs/?MFxz07
https://www.zotero.org/google-docs/?MFxz07
https://www.zotero.org/google-docs/?MFxz07
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Di sisi lain, lokasi geografis negara Tanzania yang strategis karena menjadi 

gerbang utama bagi perusahaan asing untuk memperluas bisnisnya ke negara-

negara Afrika lain. Hal ini disebabkan oleh Tanzania yang berbatasan langsung 

dengan 6 negara landlocked, yaitu Uganda, Kongo, Zambia, Malawi, Rwanda, dan 

Burundi. Terlebih, Tanzania memiliki 3 pelabuhan utama yang menjadi pusat 

perdagangan internasional, yakni Dar es Salaam, Tanga, dan Mtwara. (TIC 2015) 

Aktivitas perdagangan negara landlocked yang berbatasan dengan Tanzania dapat 

dilayani dan dihubungkan melalui pelabuhan-pelabuhan besar tersebut, 

pengirimannya tidak hanya terbatas pada kawasan Afrika saja, tetapi lebih luas ke 

kawasan Eropa, Amerika, Australia, bahkan Asia. Dengan situasi tersebut investor 

asing akan mempertimbangkan modal yang dikeluarkan untuk investasi dan 

mendapatkan pasokan sumber daya. Tanzania terhubung dengan lautan dan 

memiliki pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan global yang melayani 

perdagangan negara landlocked di sekitarnya. Sehingga aktivitas distribusi 

perusahaan lebih mudah dan murah jika melewati Tanzania. 

Tanzania berhasil keluar secara resmi dari status negara berpenghasilan 

rendah (LIC) ke negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMIC) pada tahun 

2020. Pencapaian tersebut menggambarkan stabilitas ekonomi negara yang 

berkelanjutan dengan dukungan terhadap kekayaan alam untuk pembangunan. 

Mitra dagang utama dari Tanzania diantaranya adalah negara China, India, Uni 

Eropa, Kenya, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sementara negara tujuan utama 

ekspor emas Tanzania di tahun 2019 adalah India sebesar 42% dan Uni Emirat Arab 

sebesar 36%. (Kamer 2022) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?JTI1rS
https://www.zotero.org/google-docs/?hBxzLs
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Grafik 3. Negara Tujuan Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019 

 
Sumber: Statista 2022 

Kekayaan emas yang dimiliki Tanzania mampu meningkatkan posisi 

bargaining power dari negara tuan rumah ini karena dapat menarik perhatian 

investor asing untuk berinvestasi di Tanzania. Selain itu, letak geografis negara 

strategis dan aksesnya terhadap sumber daya mudah. Mitra dagang dan negara 

tujuan ekspor sumber daya Tanzania sebagian besar adalah negara maju yang mana 

akan mempengaruhi nilai atau persentase ekspor negara Tanzania. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pemerintahan John Magufuli mampu mengontrol kekayaan 

Tanzania dengan prinsip kepemimpinan yang dijalankannya, baik sumber daya 

yang dikelola secara langsung oleh negaranya sendiri maupun yang dikelola oleh 

perusahaan asing. Situasi ini akan memperkuat posisi tawar menawar Tanzania 

terhadap Acacia Mining dalam negosiasi yang dijalankan. 

3.1.2 Kebutuhan Pembangunan Negara terhadap Investor Asing 

 Faktor kedua adalah mengenai kebutuhan pembangunan negara 

berkembang tuan rumah dan bagaimana nilai atau pengaruh FDI dalam 

pembangunannya. Posisi tawar menawar negara akan dinilai berdasarkan 
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pandangannya terhadap peran investor asing di negaranya, apakah positif sehingga 

negara berusaha untuk menarik lebih banyak investor asing dan menawarkan 

persyaratan investasi yang menarik serta tidak terlalu menuntut, ataukah negatif 

dengan tidak begitu peduli pada kehadiran investor asing. Bargaining Power negara 

akan lebih kuat jika memiliki pandangan yang negatif kepada FDI karena mampu 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam negaranya tanpa bantuan investor 

asing. 

 Pandangan Tanzania terhadap investor asing pada masa awal kemerdekaan 

di bawah kepemimpinan Mwalimu Julius Nyerere terbilang negatif dengan 

menganggap FDI kapitalistik dan eksploitatif (M. I. Muhanga 2016). Sehingga 

investor asing tidak dapat memiliki akses untuk beroperasi di Tanzania. Reformasi 

ekonomi tahun 1980 an mengubah pandangan Tanzania terhadap FDI. Ditambah 

dengan dorongan dari Bank Dunia bagi seluruh negara di Afrika untuk lebih 

meningkatkan sektor pertambangan dan membuka akses bagi perusahaan 

multinasional dan investor asing, Di sisi lain, kegiatan penambangan lokal skala 

kecil (ASM) pada saat itu terhambat karena rendahnya tingkat teknologi dan 

pemahaman terkait sektor ekstraksi.  

Akses bagi investor asing semakin terbuka luas, implementasi dari 

kebijakan atau undang-undang terkait industri pertambangan yang baru pertama 

kali dikeluarkan sekitar tahun 1990. Dari hal tersebut, Tanzania dapat meraih 

keuntungan melalui pemberlakuan pajak dan insentif lainnya yang mengarah 

kepada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara. Setelah 

bertahun-tahun perusahaan multinasional dan investor asing hadir di Tanzania, 

dengan segala tantangan yang muncul yang melibatkan masyarakat lokal bahkan 

https://www.zotero.org/google-docs/?WKYCac
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pemerintah, Tanzania tidak menutup akses bagi investor asing dan tetap 

menawarkan peluang yang signifikan kepada pihak swasta tersebut. Hal ini sejalan 

dengan ambisi Tanzania untuk meningkatkan perekonomian negara yang tercantum 

dalam visi Pembangunan Tanzania 2025. Terbukti juga dengan kehadiran dan 

pertumbuhan FDI di Tanzania mampu berkontribusi pada PDB dan pembangunan 

negaranya. (Magoma 2019) 

Akan tetapi, pandangan Tanzania terhadap perusahaan tambang asing 

Acacia Mining setelah kepemimpinan Presiden John Magufuli tampak berbeda 

dengan FDI lainnya. Hubungan yang rumit antara kedua aktor ini telah berlangsung 

cukup lama akibat berbagai permasalahan yang muncul yang diduga disebabkan 

oleh perusahaan Acacia Mining. Pemerintah Tanzania mulai menganggap 

eksistensi investor asing ini secara operasionalnya telah membawa dampak negatif 

bagi masyarakat lokal dan negara, seperti terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, 

pencemaran lingkungan, korupsi, hingga sengketa pajak. Menanggapi konflik yang 

terjadi, pemerintah melakukan reformasi kebijakan dan mengesahkan beberapa 

undang-undang baru yang bersifat restriktif dan membatasi aktivitas pertambangan 

pada tahun 2017. Terdapat perubahan persyaratan investasi yang menjadi lebih 

ketat dan tidak semudah sebelumnya, serta larangan aktivitas ekspor untuk emas 

dan konsentrat tembaga yang pastinya menghambat perkembangan dan operasional 

perusahaan.  

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah Tanzania memiliki 

pandangan yang negatif terhadap pihak investor asing yang dianggap penipu dan 

menyebabkan konflik di Tanzania, dalam hal ini adalah Acacia Mining. 

Amandemen kebijakan pertambangan di tahun 2017 dapat menjadi satu bukti 

https://www.zotero.org/google-docs/?Os6XAz
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bahwa pemerintah tidak membutuhkan investasi dari Acacia Mining. Di sisi lain, 

sektor pertambangan Tanzania tidak hanya bergantung pada investasi Acacia 

Mining, masih banyak perusahaan tambang lokal dan asing yang dapat mengelola 

wilayah tambang dan menopang perekonomian nasional negara. Salah satunya 

adalah AngloGold Ashanti, perusahaan asal Afrika Selatan yang mengelola 

tambang Geita di Tanzania. Menjadi salah satu produsen emas terbesar di Tanzania, 

AngloGold Ashanti menunjukkan komitmen investasi jangka panjangnya di 

Tanzania (African Mining Market 2022). Maka dari itu, pemerintah merasa tidak 

perlu mempertahankan iklim investasi yang menarik bagi Acacia Mining. Hingga 

Magufuli mendeklarasikan perang ekonomi kepada perusahaan Acacia namun tetap 

menawarkan negosiasi ulang terkait kontrak. Lebih lanjut, pemerintah mengancam 

akan menghentikan operasi tambang apabila perusahaan Acacia tidak segera 

memulai negosiasi. Pihak perusahaan mencoba melakukan upaya negosiasi seperti 

yang ditawarkan oleh pemerintah Tanzania untuk dapat mencapai penyelesaian 

masalah.  

Selama periode negosiasi berlangsung, Presiden Magufuli terlihat tidak 

terlalu peduli dengan keberlanjutan operasional perusahaan Acacia Mining di 

Tanzania. Dengan kata lain, tidak masalah apabila perusahaan tidak lagi 

berinvestasi di negaranya. Terdapat syarat yang diajukan oleh negara Tanzania 

dalam proses negosiasi, yakni perusahaan Acacia Mining tidak boleh berpartisipasi 

secara langsung dalam perjanjian penyelesaian sengketa. Penyebabnya adalah 

karena konflik yang terus bermunculan pengaruh dari operasional pertambangan 

pihak Acacia dan tak kunjung memperoleh kepastian, serta permasalahan dokumen 

dimana Acacia tidak memiliki sertifikat kepatuhan dari BRELA (Business 

https://www.zotero.org/google-docs/?5RvEJN
https://www.zotero.org/google-docs/?5RvEJN
https://www.zotero.org/google-docs/?5RvEJN
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Registration and Licensing Agency) setelah berganti nama dari African Barrick 

Gold di tahun 2014 (IPP Media 2017). Hal tersebut membuat pemerintah sudah 

tidak ingin berhubungan lagi dengan Acacia Mining secara langsung. Sehingga 

proses negosiasi yang dilaksanakan melibatkan pihak ketiga, yakni Barrick Gold. 

Keterlibatan perusahaan secara langsung akan menimbulkan kemungkinan lain 

seperti perusahaan yang terus menyangkal menjadi penyebab konflik yang terjadi, 

maupun tidak mengakui tindakannya dalam penggelapan dana atau pajak dan 

korupsi selama melakukan penambangan. Sehingga perusahaan akan menolak 

membayar denda dengan jumlah yang ditentukan negara dan kerap meminta 

keringanan guna menjaga stabilitas operasional pertambangannya di Tanzania. 

Pandangan negatif Tanzania terhadap Acacia Mining dapat memperkuat posisi 

tawar menawar negara berkembang tuan rumah dalam negosiasi yang berlangsung. 

3.1.3 Otoritas Berdaulat 

 Faktor selanjutnya adalah mengenai kekuasaan yang dimiliki pemerintah 

negara berkembang tuan rumah untuk memberlakukan atau mengubah undang-

undang dalam wilayah domestiknya. Melalui perubahan kebijakan tersebut, negara 

mampu mengubah syarat-syarat perjanjian investasi dengan pihak perusahaan 

multinasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tujuannya adalah untuk 

melindungi sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki.  

Keberadaan perusahaan Acacia Mining dalam beberapa tahun terakhir 

dianggap membawa dampak buruk bagi pembangunan nasional Tanzania, terlebih 

dengan perselisihan yang terjadi dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Sejalan 

dengan prinsip resource nationalism sebagai strategi politik dalam kepemimpinan 

Magufuli yang digunakan untuk melindungi sumber daya mendorong Presiden 

https://www.zotero.org/google-docs/?GKlIjK
https://www.zotero.org/google-docs/?GKlIjK
https://www.zotero.org/google-docs/?GKlIjK
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mendeklarasikan klaim kedaulatannya atas sumber daya alam negaranya dan 

mengesahkan utamanya tiga undang-undang baru di tahun 2017, yakni Natural 

Wealth and Resources Act 2017, Natural Wealth and Resources Contracts Act 

2017, dan Written Laws Act 2017. Fokus amandemen kebijakan tersebut adalah 

pada ketentuan peninjauan dan negosiasi kembali kontrak sumber daya yang ada, 

pembentukan komisi pertambangan yang mengendalikan kontrak dan aktivitas 

pertambangan, serta memajukan pemanfaatan dan pengadaan barang lokal. Dengan 

kebijakan baru ini, negara akan mendapatkan hak hingga 50% kepemilikan setiap 

aset pertambangan investor asing dan memiliki hak bebas tidak kurang dari 16% 

dalam satu proyek pertambangan. (M. Muhanga 2019) Pada tahun yang sama, 

Presiden Magufuli membentuk dua Komite Kepresidenan Tanzania yang 

difokuskan untuk menyelidiki tuduhan penipuan kepada Acacia Mining. Kemudian 

mengarahkan otoritas seperti Biro Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk 

menyelidiki lebih lanjut para pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, hingga 

meminta perusahaan untuk membayar royalti dari tunggakan pajak yang belum 

dibayarkan selama belasan tahun. 

 Dalam konsep bargaining power, upaya reformasi kebijakan oleh 

pemerintah Tanzania dalam sektor sumber daya ekstraksi dilakukan karena negara 

tuan rumah memiliki kekuasaan di lingkup domestiknya. Tujuannya adalah untuk 

lebih meningkatkan kontrol negara dan pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi 

sumber daya dalam wilayah nasional Tanzania. Kebijakan tegas kerap dikeluarkan 

pemerintah dalam mendorong pihak Acacia Mining melakukan negosiasi ulang 

terkait kontrak perjanjian, namun tetap sesuai dengan syarat yang diajukan 

pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa otoritas berdaulat yang dimiliki Tanzania 

https://www.zotero.org/google-docs/?x3fXEL
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akan meningkatkan posisi tawar menawar negara berkembang tuan rumah ini dalam 

proses negosiasi dengan perusahaan. 

 

3.2. Bargaining Power Acacia Mining 

3.2.1 Sumber Daya Ekonomi 

 Faktor pertama yang mempengaruhi posisi tawar menawar Foreign Direct 

Investment adalah sumber daya ekonomi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. 

Ada empat sumber daya ekonomi terbesar yang berkaitan dengan perusahaan 

multinasional, yakni modal investasi, teknologi, keahlian manajerial, dan pasar 

internasional. Posisi tawar menawar aktor FDI akan bergantung pada tingkat 

kontrol perusahaan asing yang dapat dipertahankan atas sumber daya yang 

dieksplorasi dan kepentingannya bagi negara berkembang tuan rumah. 

Acacia Mining telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian 

nasional Tanzania, mencakup royalti, pajak, gaji karyawan, pembelian kepada 

pemasok dan kontraktor lokal, serta penanaman modal atau investasi pada 

komunitas lokal Tanzania. Total investasi modal perusahaan ini selama kurang 

lebih 15 tahun terakhir di Tanzania telah mencapai 4 miliar USD. (Acacia Mining 

Report 2019) Laporan independen oleh Ernst and Young (EY) yang berjudul 

“Acacia Mining plc Total Economic and Tax Contribution” menyebutkan bahwa 

selama tahun 2017 perusahaan ini telah menyumbang sebesar 712 juta USD untuk 

perekonomian Tanzania atau setara dengan 1,5% dari PDB negara tersebut melalui 

tiga tambang yang dikelolanya (Solomons 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?rzQ0uo
https://www.zotero.org/google-docs/?rzQ0uo
https://www.zotero.org/google-docs/?7gZ2tW
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Saat proses negosiasi berlangsung antara Tanzania dan Barrick Gold tahun 

2018, Acacia Mining berhasil membuat bisnisnya lebih stabil setelah penurunan 

nilai saham yang dihadapi sebelumnya dengan berfokus pada kinerja operasional 

di tiga wilayah tambangnya. Perusahaan mampu menghasilkan produksi emas 

sebesar 521.980 ons selama tahun 2018. Komitmen jangka panjang Acacia Mining 

terhadap Tanzania dibuktikan dengan memberikan kontribusi pajak dan royalti 

mencapai lebih dari 127 juta USD, pembelian kebutuhan operasional dari pemasok 

lokal di Tanzania hingga mencapai 273 juta USD, mempertahankan jumlah 

karyawan perusahaan dari masyarakat lokal mencapai 96,2 persen, serta 

melanjutkan investasi senilai 8,8 juta USD untuk meningkatkan kualitas hidup 

warga lokal yang tinggal di dekat lokasi tambang Acacia Mining. Hal tersebut 

dilakukan sebagai bagian dari implementasi Strategi Komunitas Berkelanjutan 

perusahaan dan untuk menunjukkan dukungannya terhadap Visi Pembangunan 

Tanzania 2023 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. (Acacia Mining 

Report 2019) 

 Modal investasi swasta bagi perusahaan asing ini adalah sumber daya yang 

perlu dipertimbangkan. Untuk itu, Acacia Mining tetap menanamkan modal untuk 

proyek investasi di negara Tanzania, seperti investasi senilai 2 juta USD pada Pusat 

Kesehatan Bugarama di wilayah tambang Bulyanhulu, kontribusi pada 

pembangunan pipa air dari Danau Victoria ke penduduk sekitar, pengembangan 

Pusat Kesehatan Nyamwaga di wilayah tambang Mara Utara, serta implementasi 

proyek pertanian senilai 1,1 juta USD di wilayah tambang Buzwagi. (Acacia 

Mining Report 2019) Dari aspek pasar internasional, Acacia Mining memiliki 

kebijakan dalam penjualan produksi emasnya dengan harga pasar yang berlaku. 

https://www.zotero.org/google-docs/?IkIuYm
https://www.zotero.org/google-docs/?IkIuYm
https://www.zotero.org/google-docs/?7ThkJj
https://www.zotero.org/google-docs/?7ThkJj
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Dipengaruhi oleh berbagai faktor industri dan ekonomi makro membuat pergerakan 

harga emas yang fluktuatif dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, dengan 

lingkungan operasional yang semakin menantang akibat perselisihan dengan 

pemerintah, perusahaan berupaya melakukan lindung nilai produksi emas sebesar 

170.000 ons di tahun 2018 guna mencegah risiko penurunan.  

 Akan tetapi, dalam aspek teknologi, perusahaan Acacia Mining Mining 

tidak dapat menanganinya dengan baik. Fasilitas penyimpanan tailing tambang di 

perusahaannya mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan polusi dan 

kerusakan lingkungan akibat zat berbahaya yang tersebar. Hal ini membuat 

perusahaan dituntut dan dikenakan denda sebesar 300 juta TZS oleh pemerintah. 

Maka dari itu, terdapat dua pandangan dari aspek keahlian manajerial Acacia 

Mining terhadap anak perusahaan yang dikelolanya ini. Di satu sisi, perusahaan 

berhasil melakukan koordinasi dengan tiga tambangnya untuk mencapai target 

produksi emas yang diinginkan. Di sisi lain, perusahaan tidak mampu mengelola 

teknologi untuk operasional tambang di tiap wilayahnya dengan baik sehingga 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan memicu perselisihan dengan 

masyarakat juga pemerintah. 

Berdasarkan konsep bargaining power, selama proses negosiasi Acacia 

Mining telah meningkatkan posisi tawar menawarnya dengan menunjukkan kontrol 

atas sumber daya di Tanzania yang dikelola oleh pertambangannya. Dalam hal ini, 

produksi emas tahun 2018 lebih banyak, hampir 100.000 ons, dari target yang 

ditentukan. Ditambah dengan investasi yang masih dilanjutkan untuk proyek 

pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta kebijakan 

penjualan emasnya di pasar internasional yang mampu mencegah risiko penurunan. 
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Tetapi di samping itu, posisi tawar menawar perusahaan atas Tanzania cenderung 

lemah karena ketidakmampuannya dalam mengelola teknologi dan mengawasi 

operasional anak perusahaan yang dimiliki. 

3.2.2 Motivasi Perusahaan 

 Faktor kedua adalah motivasi atau alasan yang dimiliki perusahaan asing 

untuk berinvestasi di negara berkembang tuan rumah. Jika perusahaan memiliki 

alasan yang kuat maka akan menerima persyaratan investasi yang diberikan atau 

ditawarkan oleh negara tuan rumah. Acacia Mining didirikan pada tahun 2000 di 

Tanzania sebagai unit dari perusahaan Barrick Gold yang sudah lebih awal terlibat 

dalam sektor tambang Tanzania. Kepentingan perusahaan ini di Tanzania adalah 

sektor pertambangan, utamanya adalah emas. Acacia Mining memprioritaskan 

kegiatan ekstraksinya di Tanzania melalui tiga wilayah tambang yang dikelolanya. 

(Plakhov and Jaffer 2018) 

 Motivasi perusahaan Acacia Mining memilih Tanzania sebagai negara 

tujuan investasi selain karena cadangan emas dan kekayaan alam yang berlimpah, 

Tanzania adalah negara dengan lokasi yang strategis untuk mendistribusikan 

ekstraksi sumber daya yang dihasilkan melalui ekspor. Terlebih negara ini 

berbatasan langsung dengan beberapa negara landlocked di Afrika. Saat Tanzania 

masih dikategorikan sebagai negara miskin, perusahaan menargetkan Tanzania 

menjadi negara tujuan agar dapat menjamin pasokan sumber daya yang dibutuhkan, 

namun dengan modal yang cenderung lebih murah. Reformasi ekonomi pada tahun 

1980 juga mempengaruhi alasan perusahaan, dikarenakan terbukanya akses bagi 

FDI untuk beroperasi di Tanzania dengan persyaratan investasi yang 

menguntungkan. Secara geologis, Tanzania adalah peluang terbaik untuk 

https://www.zotero.org/google-docs/?yYeSmh
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mendapatkan penemuan baru dalam perkembangan bisnis Acacia Mining. Pilar 

utama yang menjadi dasar keberlanjutan investasi Acacia Mining di Tanzania di 

masa depan adalah bisnis, manusia, dan hubungan. (Bloomberg.com 2017) 

 Jika dilihat pada aspek ini, posisi tawar menawar Acacia Mining terhadap 

Tanzania akan melemah dalam proses negosiasi. Motivasi perusahaan yang kuat 

untuk melanjutkan investasinya di Tanzania akan mengarah pada kesediaan 

perusahaan mengikuti persyaratan investasi yang diajukan Tanzania sebagai negara 

tujuan investasi. Menilai alasan perusahaan asing tersebut, pemerintah dapat 

mengajukan persyaratan yang menuntut dengan otoritas yang dimiliki. Sebaliknya, 

persyaratan investasi akan menguntungkan Tanzania guna mencapai kepentingan 

nasionalnya. 

3.2.3 Bantuan Hukum atau Intervensi Diplomatik 

Faktor berikutnya adalah mencari alternatif lain melalui bantuan hukum 

atau intervensi diplomatik oleh FDI apabila negara tuan rumah memutuskan untuk 

mengubah persyaratan perjanjian investasi atau hukum domestiknya dan 

bermaksud mengambil alih properti investor asing terkait. Pada situasi tersebut, 

perusahaan multinasional berhak mencari alternatif lain seperti mengandalkan 

hukum internasional dan mencari penegakan di arbitrase internasional ataupun 

meminta intervensi diplomatik kepada pemerintah negara asalnya. 

Pelarangan ekspor emas oleh Tanzania bagi Acacia Mining membuat 

perusahaan menghadapi tantangan besar dengan nilai saham yang terus menurun, 

penimbunan sejumlah emas di wilayah tambangnya, hingga terkena tagihan pajak 

mencapai ratusan miliar dolar. Acacia Mining mencoba upaya alternatif di tahun 

2017 dengan memulai arbitrase internasional atas nama dua tambangnya, yakni 

https://www.zotero.org/google-docs/?sQoXFJ
https://www.zotero.org/google-docs/?sQoXFJ
https://www.zotero.org/google-docs/?sQoXFJ
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Bulyanhulu dan Buzwagi, melawan Tanzania setelah negara tuan rumah ini 

memaksa negosiasi ulang kontrak perjanjian investasi. Arbitrase internasional ini 

dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan setiap pihak yang terlibat 

hingga mencapai penyelesaian sengketa. Sebelum proses arbitrase dilanjutkan, 

Barrick Gold selaku pemegang saham mayoritas Acacia Mining telah turut serta 

dalam diskusi penyelesaian sengketa dengan Tanzania. Intervensi Barrick Gold ini 

juga didorong oleh syarat yang diajukan Tanzania untuk tidak melibatkan Acacia 

Mining secara langsung dalam negosiasi tersebut. 

Pada tahun 2018, saat proses negosiasi masih berlangsung dan belum 

mencapai kesepakatan seutuhnya, Acacia Mining mengancam negara tuan rumah 

akan menggunakan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Tanzania dan Inggris 

agar segera mencapai penyelesaian. (Sloane 2020) Namun ancaman itu tidak 

pernah terwujud hingga di tahun 2019 Barrick Gold dan Tanzania berhasil 

menyelesaikan perselisihan dengan beberapa perjanjian investasi yang ditinjau 

ulang. Diantaranya adalah pembayaran denda oleh perusahaan, pemberian sejumlah 

kepemilikan properti masing-masing tambang yang dioperasikan Acacia Mining, 

serta partisipasi negara dalam operasional tambang. Kepemilikan perusahaan 

Acacia Mining diambil alih kembali oleh Barrick Gold dan operasionalnya akan 

dikelola oleh perusahaan patungan baru antara Barrick Gold dan pemerintah 

Tanzania (Twiga Minerals) untuk bisa mencabut larangan ekspor yang berlaku. 

(Reuters 2019)  

 Meskipun Acacia Mining memiliki alternatif untuk meningkatkan 

bargaining power terhadap Tanzania dengan bantuan hukum maupun intervensi 

diplomatik, perusahaan akan tetap berada pada posisi yang relatif tidak 

https://www.zotero.org/google-docs/?RO5LGO
https://www.zotero.org/google-docs/?fooloI
https://www.zotero.org/google-docs/?fooloI
https://www.zotero.org/google-docs/?fooloI
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menguntungkan. Penyebabnya adalah otoritas yang dimiliki negara tuan rumah 

terlalu kuat dalam mengubah hukum domestiknya. Di samping itu, pemerintah telah 

membuktikan tindakan negatif perusahaan Acacia Mining dalam penambangannya. 

Dapat disimpulkan bahwa posisi Acacia Mining terhadap Tanzania melemah dalam 

negosiasi penyelesaian sengketa ini. Terbukti dengan hasil akhir kesepakatan 

investasi dengan Acacia Mining yang berhenti beroperasi di Tanzania dan 

digantikan oleh perusahaan lain. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Proses negosiasi untuk penyelesaian konflik antara pemerintah Tanzania 

dan Acacia Mining berlangsung kurang lebih selama 2 tahun hingga akhirnya 

mencapai kesepakatan. Pemerintah Tanzania tidak mengizinkan Acacia Mining 

untuk terlibat langsung dalam negosiasi. Sehingga Barrick Gold mengajukan diri 

untuk menjadi fasilitator dan pihak ketiga yang mewakili Acacia Mining dalam 

memperoleh perjanjian dengan pemerintah. Menurut teori Bargaining Power oleh 

Frederick Abbott, beberapa faktor dapat mempengaruhi posisi tawar menawar suatu 

pihak dalam proses negosiasi. Posisi negara tuan rumah dipengaruhi oleh sumber 

daya ekonomi, kebutuhan negara terhadap FDI, dan otoritas berdaulat. Sedangkan 

posisi investor asing dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi. motivasi perusahaan, 

dan bantuan hukum.  

Dari sudut pandang negara berkembang tuan rumah dalam aspek sumber 

daya ekonomi, Tanzania memiliki cadangan emas yang berlimpah yang menarik 

perusahaan multinasional untuk berinvestasi. Ditambah dengan lokasi geografis 

negara yang strategis di kawasan Afrika membuat perusahaan memiliki potensi 

untuk ekspansi bisnisnya. Pada aspek kebutuhan pembangunan negara terhadap 

FDI, Tanzania memiliki pandangan yang positif kepada FDI secara keseluruhan 

namun tidak terhadap Acacia Mining. Pemerintah memiliki pandangan negatif dan 

tidak peduli dengan keberlanjutan operasional perusahaan Acacia bahkan 

mengancam akan menutup tambangnya jika tidak segera memulai negosiasi. Hal 

ini juga dibuktikan dengan kebijakan baru sektor tambang yang bersifat restriktif 
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dan membatasi aktivitas tambang perusahaan. Selanjutnya pada aspek otoritas 

berdaulat, Tanzania memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan pertambangan 

dengan tujuan melindungi sumber daya yang dimiliki dari eksploitasi perusahaan 

terkait. Ketiga aspek di atas akan memperkuat posisi Tanzania terhadap Acacia 

Mining dalam negosiasi. 

Di sisi lain, dari sudut pandang investor asing dalam aspek sumber daya 

ekonomi, Acacia Mining memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

perekonomian nasional Tanzania. Selama proses negosiasi, Acacia Mining mampu 

membuktikan komitmen jangka panjangnya terhadap negara tuan rumah melalui 

kontrolnya dalam produksi sumber daya ekstraksi (emas), melindungi nilai 

produksi emas di pasar internasional, pembelian kebutuhan operasional tambang 

dari pemasok lokal, dan membiayai proyek investasi komunitas lokal di Tanzania. 

Tetapi tidak berhasil dalam mengelola teknologi dan operasional anak perusahaan 

yang dimiliki sehingga memicu permasalahan. Kemudian dalam aspek motivasi 

perusahaan, Acacia Mining memiliki alasan yang kuat untuk berinvestasi di 

Tanzania karena beberapa faktor yang menguntungkan untuk bisnisnya. 

Selanjutnya dalam aspek bantuan hukum atau intervensi diplomatik, Acacia 

Mining tidak mendapatkan bantuan hukum dari arbitrase internasional maupun 

perjanjian investasi bilateral antara Tanzania dan Inggris. Dikarenakan pemerintah 

Tanzania sudah menegaskan tidak menginginkan keterlibatan Acacia secara 

langsung dan Barrick Gold sudah lebih dulu melakukan intervensi dalam negosiasi 

yang berlangsung sebagai pihak ketiga. Dengan kata lain, Acacia Mining hanya 

mendapatkan bantuan dari perusahaan induknya. Meskipun alternatif berhasil 

dilakukan Acacia, perusahaan ini akan berada pada posisi yang relatif tidak 
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menguntungkan sebab pemerintah sudah membuktikan tindakan negatif selama 

kegiatan tambangnya berlangsung di Tanzania. Berdasarkan ketiga aspek di atas, 

posisi bargaining power Acacia Mining adalah lebih rendah dan lemah 

dibandingkan pemerintah Tanzania dalam negosiasi penyelesaian sengketa.  

Hasil akhir dari negosiasi ini membuktikan bahwa posisi tawar menawar 

pemerintah Tanzania adalah lebih kuat dibandingkan perusahaan Acacia Mining. 

Dengan kata lain, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan dan mengakhiri 

sengketa pajak, dengan pemerintah yang mampu mengubah kondisi investasi yang 

diterima perusahaan Acacia Mining. Pemerintah berhasil membuat perusahaan 

setuju untuk membayar denda sejumlah yang telah disepakati, mendapatkan 

kepemilikan 16% dari tiap wilayah tambang yang dioperasikan Acacia, serta 

memiliki hak partisipasi dengan basis 50:50 melalui perusahaan baru, kolaborasi 

antara Tanzania dan Barrick Gold, menggantikan eksistensi Acacia Mining. 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang tertera, tentunya penelitian ini 

masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Penelitian ini masih 

terbatas pada hubungan antara pemerintah Tanzania dan pihak perusahaan Acacia 

Mining. Akan lebih menarik apabila menganalisis bagaimana pengaruh dari aktor 

lain dalam negosiasi seperti negara asal perusahaan atau mitra dagang utama 

Tanzania. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis bagaimana keberlanjutan 

hubungan pemerintah Tanzania dengan Barrick Gold dan perusahaan baru 

pengganti Acacia Mining setelah tahun 2020, karena masih ada negosiasi yang 

berlangsung terkait ratifikasi dan implementasi perjanjian. 
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